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“ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) 
yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 
mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. “ 
(QS. At-Taubah ayat 71) 
 
 
“ Keberanian yang sebenarnya ibarat layang-layang.  
Sentakan angin yang menentangnya bukan melemparkannya kebawah, sebaliknya 
menaikkannya. “ 
(John Petitsenn) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 
0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda 
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf 
Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب 
Ba 
B 
Be 
ت 
Ta 
T 
Te 
ث 
ṡa 
ṡ 
Es (dengan titik di atas) 
ج 
Jim 
J 
Je 
ح 
ḥa 
ḥ 
Ha (dengan titik di bawah) 
خ 
Kha 
KH 
Kadanha 
د 
Dal 
D 
De 
ذ 
Żal 
Ż 
Zet(dengan titik di atas) 
ر 
Ra 
R 
Er 
ز 
Zai 
Z 
Zet 
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ش 
Sin 
S 
Es 
ش 
Syin 
SY 
Esdanye 
ص 
ṣad 
ṣ 
Es (dengan titik di bawah) 
ض 
ḍ 
ḍ 
De (dengan titik di bawah) 
ط 
ṭa 
ṭ 
Te (dengan titik di bawah) 
ظ 
ẓa 
ẓ 
zet (dengan titik di bawah) 
ع 
‘ain 
...‘... 
Koma terbalik di atas 
غ 
Gain 
G 
Ge 
ف 
Fa 
F 
Ef 
ق 
Qaf 
Q 
Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م 
Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah …ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
a. Vokal Tunggal 
 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
  َ Fathah A   ة ت  ك 
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  َ Kasrah I   م ر  ك 
  َ Dhammah U   ر ك ذ 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf Contoh 
ي   َ Fathah dan ya Ai kaifaفْي ك  : 
و   َ Fathah dan wau Au :  لْو هhaula 
3. Vokal Panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf 
danTanda 
Nama Contoh 
   ا      َ Fathah dan 
alif atau ya 
 
Ā 
a dan garis 
di atas 
  لا ق = qāla 
    ي       Kasrah dan 
ya 
 
Ī 
i dan garis 
di atas 
لْي ق = qīla 
    و        Fathah dan 
alif atau ya 
Ū u dan garis 
di atas 
  لْو ق ي = yaqūlu 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu : 
1) Ta marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhomah 
transliterasinya ada /t/ 
 
xi 
 
 
 
2) Ta marbutah mati 
Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/ 
Contoh : ْة  حْل ط (ṭalḥah) 
3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang لاserta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan (h). 
Contoh : ْلا فْط لاْا ْة  ضْو  ر: rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl 
5. Saddah (Tasydid) 
Saddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah. 
Contoh :  ل َّس ن (nazzala). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang di dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 
yaituلا. Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan menjadi 2 macam, 
yaitu kata sandang yang diikuti huruf syamsyiyah dan kata sandang yang diikuti 
huruf qamariyah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan 
bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 
langsung mengikuti kata sandang itu. 
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b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
hubung. 
Contoh: 
Asy-syamsu:   صْمَّشلا 
Al-qalamu :   ن ل قْلا 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan diatas tersebut bahwa hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah atau di 
akhir kata.Apabila terletak di awal kata maka tidak dilabangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini: 
 
لكأ Akala 
نوذخأت Ta’khuduna 
ؤنلا An-Nau’u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
xiii 
 
 
 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang 
ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh: 
 
 لىسر لاإ دمحم امو Wamā Muhammadun illā rasūl 
هيمناعنا ّبر لله دمحنا Al-hamdu lillāhi rabbil ‘ālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan  pada setiap kata atau bisa dirangkaikan. Contoh: 
 
1 هيقزارنا ريخ ىهن الله ّنإو Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
2 ناسيمناو ميكنا ىفوأف Fa aufū al-kaila wal mīzāna 
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ABSTRACT 
 
Name: Anitya Nur Indah Permatasari, NIM: 122111005, Title: Legal Protection of 
Laborur (TKI) At The Time of The Pre Placement (Law No. 39 Yuridium Review in 
2004 About The Placement and Protection of Indonesian Labor Outside The 
Country). 
Keywords: Legal Protection, Labor, Labor Protection, Placement of Indonesia. 
The work has a very important meaning in people’s lives. So everyone is in 
need of a job. However, in reality, the limitations will be jobs in the country caused a 
large number of citizens of Indonesia/TKI seeking jobs abroad. The departure of the 
TKI overseas shows that there is an improvement in terms of the level of family 
economy, but a good condition is also coupled with the condition who do not wear 
the TKI which threatened both physically and psychologically at the places she 
worked. 
This study aims to determine how the protection and placement of migrant 
workers according to Law No.39 of 2004 on the Protection and Placement of 
Indonesian Migrant Workers Abroad. This research is a qualitative descriptive study. 
In conducting this research in terms of methods, using a synthesis between the 
research literature. Library research (library research) by making use of 
documentation - documentation in the form of books, research results, journals, 
brochures, leaflets, bulletins and the Internet. 
The results showed that 1) the factors causing the applicants as prospective 
workers are not in accordance with established procedures. 2) Office of Manpower 
and Transmigration is responsible for the supervision of the Foreign Employment 
(PTKLN) as a form of legal protection given to workers. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Wanita adalah sesosok manusia yang kerapkali dipandang sebelah mata, 
entah diklaim sebagai sumber dosa, pembawa kesialan dan lemah tidak punya 
kekuatan.Padahal dari diri manusia itu terdapat kekuatan besar yang dianugrahkan 
oleh Allah SWT karena wanita itu adalah makhluk yang mulia.Ketika kaum 
wanita dalam rundungan duka yang tidak kunjung reda, lalu Allah ingin 
menghilangkan semua duka laranya, maka hilanglah semua duka 
laranya.Kedudukan wanita diakui, segala bentuk kehinaan dan penindasan masa 
lalu dihilangkan, segala haknya dikembalikan.Islam memberinya hak ekonomi 
dan diberi bagian dari warisan, Islam mengakui hak sosialnya sebagaimana diberi 
hak ibadah dan taklif-taklif syar‟i lainnya.1 
Alangkah baiknya kita menoleh terlebih dahulu masa lalu kaum wanita, 
terutama dikalangan Arab sebelum Islam, karena dari kawasan inilah sinar Islam 
terbit.Ada dua faktor utama yang menentukan kedudukan seorang wanita pada 
masa lalu.Pertama,ia adalah seorang wanita yang hidup di alam serba keras untuk 
menunaikan tugas khusus. Kedua, tuntutan hidup dengan kondisi alam primitive 
(badui), peperangan yang sering berkecamuk, merampas harta musuh, 
membagikan ghanimah, dan yang lainnya, sedangkan wanita tidak dapat ikut 
serta. 
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Dua kondisi diatas memberikan pengaruh tersendiri terhadap kedudukan 
seorang wanita pada masa awal peradaban manusia.Dan ketika masa itu berlalu 
dan berganti dengan masa yang baru, sisa peninggalan masa lampau tetap 
membekas dan menjadi unsur tersendiri dalam kehidupan mereka dan terus 
mengakar dan menyatu dengan peradaban baru.
2
 
Pada masa lalu banyak orang Arab yang tidak suka dengan kelahiran anak 
perempuan.Hal ini wajar, terutama dalam sebuah masyarakat yang banyak 
dipenuhi suasana peperangan yang tidak kunjung reda. Di sebagian kabilah, jika 
seseorang mendapat anak perempuan, maka ia akan sedih luar biasa dan bingung 
sedemikian rupa, apakah ia akan dibiarkan hidup dengan konsekuensi membawa 
kenistaan bagi diri dan keluarganya, ataukah menjauhkan kehinaan dengan 
membunuh atau menguburnya hidup – hidup.3 
Islam memunculkan peran sosialnya secara umum ketika ia bisa ikut andil 
memperbaiki masyarakat, melakukan amar ma‟ruf nahi mungkar. Allah SWT 
berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 71 yang berbunyi “ Dan orang-orang yang 
beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi 
sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah 
dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada 
Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. “ 
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Penggabungan antara laki – laki dan perempuan dalam penyebutan pada 
ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membeda – bedakan antara 
keduanya.Bisa juga kita katakan bahwa setiap yang datang setelah ayat pertama 
merupakan isyarat terjadinya perbedaan manusia dalam hal perbuatan baik, atau 
buruk, serta segala kemudahan yang diberikan Allah baik untuk laki-laki maupun 
perempuan. Inilah sebuah ketetapan dari Al-qur‟an tentang prinsip taklif bagi 
kaum laki – laki dan perempuan secara merata, baik terkait urusan dunia maupun 
akhirat, serta prinsip ganjaran/pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan, termasuk 
pengakuan Al-qur‟an akan prinsip persamaan antara kaum laki – laki dan 
perempuan dalam masalah balasan amal mereka masing – masing.4 
Oleh karena itu pada era sekarang wanita tidak hanya berdiam diri saja 
dirumah dan melakukan pekerjaan didalam rumah saja, tetapi banyak para wanita 
yang bekerja diluar rumah bahkan banyak wanita yang bekerja di luar negeri 
menjadi TKI.Dalam pengertiannya TKI merupakan warga negara Indonesia yang 
bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 
menerima upah. TKI sering disebut pahlawan devisa. 
TKI yang bekerja di luar negeri biasanya sering dijadikan obyek 
perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, 
kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta 
perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian pemerintah 
harus lebih memberikan perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar 
negeri, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat merusak citra bangsa di 
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mata internasional. Negara jangan hanya mengedepankan business oriented saja, 
sebab tugas dan fungsi Negara adalah mengatur dan menjamin kesejahteraan serta 
keselamatan warga negaranya dari segala kejahatan, pelanggaran HAM, 
penjajahan bahkan kebodohan dan kemiskinan. 
Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri adalah 
masalah aktual yang seakan tak pernah berhenti dibahas. Sepanjang tahun 
pemerintah dipusingkan dengan permasalahan yang menimpa para TKIyang  
bekerja di luar negeri. Sepanjang tahun pula pemerintah harus berhadapan dengan 
penyalur TKI karena kasus – kasus yang dialami para TKI yang bekerja di luar 
negeri. 
Setiap tenaga kerja mempunyai hak kesempatan yang sama untuk 
memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang 
layak didalam maupun di luar negeri. Penempatan TKI ke luar negeri, merupakan 
program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 
keluarganya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia.Penempatan TKI 
dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan 
kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak 
sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di 
Indonesia. 
Dalam melaksanakan tugasnya sudah banyak TKI yang terlibat kasus 
penyiksaan.Tidak terdapat perubahan atas berbagai kasus sebelumnya yang 
terjadi, justru belakangan kasus penyiksaan TKI semakin meningkat. Pemerintah 
seolah – olah tidak belajar atas kesalahan – kesalahan dimana terjadinya kasus 
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yang sama sebelumnya. Seakan – akan sudah merupakan hal yang lumrah apabila 
terjadi penyiksaan TKI setiap tahun. Disebutkan sudah terdapat regulasi yang 
mengatur mengenai perlindungan atas penempatan TKI. Tetapi, faktanya kasus – 
kasus yang sama tetap saja terjadi dan grafiknya tidak menurun justru meningkat. 
Perlu dipertanyakan kinerja pemerintah dalam penanganan berbagai masalah yang 
telah terjadi sebelumnya.
5
 
Masalah ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ke tahun dihadapkan pada 
pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi di satu sisi, sementara tingkat pendidikan 
dan keahlian yang masih belum memadai dan lapangan kerja yang terbatas di sisi 
lain. Pemerintah berusaha untuk mengurangi angka pengangguran dan juga 
peningkatan kualitas hidup tenaga kerja di Indonesia.Oleh karena itu penempatan 
tenaga kerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif atau pilihan dalam 
menyelesaikan masalah tersebut. 
Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 
mengatur masalah penempatan tenaga kerja yaitu Pasal 31 sampai dengan Pasal 
38. Dalam Pasal 31 Undang – Undang tersebut dinyatakan bahwa “Setiap tenaga 
kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, 
atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau di 
luar negeri”. 
Undang – Undang Ketenagakerjaan tersebut mengatur bahwa penempatan 
tenaga kerja terdiri dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan 
tenaga kerja di luar negeri. Selanjutnya Undang – Undang Ketenagakerjaan ini 
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mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar 
negeri harus diatur dengan undang – undang tersendiri. 
Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri 
sangat berkaitan pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai 
pihak yang terlibat dalam pengiriman tenaga kerja yang bekerja diluar 
negeri.Indonesia telah menempatkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab 
penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna 
penempatan.Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri 
adalah Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun demikian, ketika 
dibaca dan dianalisis UU ini ternyata lebih banyak mengatur prosedural dan tata 
cara penempatan TKI ke luar negeri, dan hanya sedikit mengatur hak – hak dan 
jaminan perlindungan hak-hak buruh migrant dan anggota keluarganya. Padahal, 
amanat untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migrant selain 
dimandatkan oleh konstitusi Negara (UUD 1945), juga tercermin dari komitmen 
Negara meratifikasi sejumlah instrument hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh 
ILO dan PBB.
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Dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 
memberikan definisi yuridis “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut 
dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk 
bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 
menerima upah”. 
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Kebijakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan 
suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja 
untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya 
dilakukan dengan tatap memperhatikan harkat dan martabat, hak asasi manusia 
dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan 
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. 
Hal ini sebagaimana di tentukan dalam Pasal 1 angka 3 dalam Undang – 
Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa yang menyatakan bahwa “Penempatan TKI 
adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan 
kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan 
proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, 
penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara 
tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan.” 
Kemudian dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa 
“Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, 
serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk 
menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, 
keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, 
martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.Dalam berbagai dokumen 
perencanaan pembangunan, kebijakan penempatan TKI ke luar negeri, merupakan 
program nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan 
keluarganya serta pengembangan kualitas sember daya manusia.Penempatan TKI 
dilakukan dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan 
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kualitas kompetensi tenaga kerja dengan perlindungan yang optimal sejak 
sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di 
Indonesia. 
Indonesia cukup dikenal di luar negeri sebagai Negara pengirim tenaga 
kerja wanita sebagai pembantu di rumah tangga.Ternyata hal ini bagi warga 
Negara Indonesia cukup menguntungkan, karena sulitnya mencari uang di Negara 
sendiri.Tetapi, tetap saja pengiriman tenaga kerja keluar negeri memberi pengaruh 
besar bagi keluarga yang ditinggalkan. Khususnya bila sang TKI adalah istri atau 
ibu dari anak-anak yang masih kecil. 
Kurangnya informasi yang diperoleh TKI dari lembaga ketenagakerjaan 
atau pemerintah menyebabkan banyak permasalahan yang menimpa TKI yang 
bekerja diluar negeri.Oleh karena itu pemerintah harus lebih meningkatkan 
pelayanan informasi dan penempatan calon TKI yang bekerja diluar negeri. 
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti 
tentang:“Perlindungan hukum pra penempatan tenaga kerja indonesia (tki) dalam 
undang – undang nomor 39 tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan 
tenaga kerja indonesia di luar negeri.” Karena masih banyak TKI khususnya 
wanita yang tidak mendapatkan perlindungan hukum saat berkerja di luar negeri. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari Latar belakang masalah yang dipaparkan diatas 
maka penulis akan mengangkat permasalahan guna dibahas dalam penulisan 
skripsi ini, yaitu : 
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Bagaimana bentuk perlindungan TKI pada masa pra penempatan 
berdasarkan pada UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan 
TKI di Luar Negeri? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan diatas tentunya mempunyai tujuan yang ingin 
dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 
Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum TKI pada masa pra penempatan 
berdasarkan pada UU no. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
TKI di luar negeri. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat teoritis 
Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang, 
sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 
2. Manfaat praktis 
a. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana perlindungan 
hukum tenaga kerja Indonesia (TKI) ditinjau dari Undang – Undang 
Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
b. Dapat lebih memahami proses pra penempatan TKI yang akan bekerja 
di luar negeri. 
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c. Dapat menambah wawasan tentang apa saja permasalahan yang timbul 
dalam perlindungan hukum tenaga kerja wanita. 
 
E. Kerangka Teori 
Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri 
adalah Undang-undang  No.  39  Tahun  2004  Tentang  Penempatan  Dan  
Perlindungan Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri.
7
 Pada  konsideran  
menimbang  huruf  c,  d dan  e,  disebutkan  bahwa  tenaga  kerja  Indonesia  di  
luar  negeri  sering  dijadikan obyek   perdagangan   manusia,   termasuk   
perbudakan   dan   kerja   paksa,   korban kekerasan,  kesewenang – wenangan,  
kejahatan  atas  harkat  dan  martabat  manusia serta  perlakuan  lain  yang  
melanggar  hak  asasi  manusia.  Oleh  karena  itu  negara wajib  menjamin  dan  
melindungi  hak  asasi  warga  negaranya  yang  bekerja  baik  di dalam  maupun  
di  luar  negeri  berdasarkan  prinsip  persamaan  hak,  demokrasi, keadilan   
sosial,   kesetaraan   dan   keadilan   gender,   anti   diskriminasi   dan anti 
perdagangan manusia.  
Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan  
suatu  upaya  untuk  mewujudkan  hak  dan  kesempatan  yang  sama  bagi tenaga  
kerja  untuk  memperoleh  pekerjaan  dan  penghasilan  yang  layak,  yang 
pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak 
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asasi manusia   dan   perlindungan hukum   serta   pemerataan   kesempatan   kerja   
dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
8
 
Penciptaan   mekanisme   sistem   penempatan   tenaga   kerja   di   luar   
negeri dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya arus 
penempatan yang berdaya   guna   dan   berhasil   guna,   karena   berbagai   
sumber   masalah   sering menghadang  tenaga  kerja  tanpa  diketahui  
sebelumnya  oleh  yang  bersangkutan seperti :  
1. Sistem dan mekanisme yang belum mendukung terjadinya arus 
penempatan yang efektif dan efisien; 
2. Pelaksanaan penempatan yang kurang bertanggung jawab; 
3. Kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah; 
4. Latar belakang budaya yang akan dituju berbeda. 
Pada  fase  pra  penempatan  tenaga  kerja  di  luar  negeri,  sering  
dimanfaatkan calon tenaga  kerja  untuk  maksud  menguntungkan  diri  calo  
sendiri,  yang  sering mengakibatkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar 
negeri menjadi korban dengan  janji  berbagai  kemudahan  untuk  dapat  bekerja  
diluar  negeri,  termasuk yang    melanggar    prosedur    serta    ketentuan    
pemerintah,    akhirnya sering memunculkan  kasus  tenaga  kerja  Indonesia  
ilegal. Pada  fase selama  penempatan sangat   sering   persoalan   tenaga   kerja   
Indonesia   yang   berada   di   luar   negeri, mengakibatkan permasalahan yang 
cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukan  bahwa  apabila  
penyelesaian  tenaga  kerja  diserahkan  pada  posisi tawar – menawar  
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(bargaining  position)  maka  pihak  tenaga  kerja  akan  berada  pada posisi  yang  
lemah.  
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan    pustaka   berisi   tentang   uraian   sistematis   mengenai   hasil 
– hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki 
keterkaitan dengan   penelitian   yang   akan   dilakukan. Adapun   literatur   yang   
didalamnya membahas tentang Perlindungan  Hukum Tenaga Kerja Wanita 
(TKW) ditinjau dari Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah :  
Penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Rai Aswata (2006) dengan judul “ 
Aspek Perlindungan Hak – hak Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri".
9
Penelitian    ini    membahas    mengenai aspek perlindungan hak – hak 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.Guna untuk mewujudkan terjaminnya 
pemenuhan hak – hak para TKI di    luar    negeri    sampai    kembali    kerumah    
mereka    masing – masing. 
Yang  kedua  adalah  skripsi  yang  disusun  oleh  Ihsan  (2009)  dengan  
judul “ perlindungan  tenaga  kerja  Indonesia  di  luar  negeri  :  tinjauan  hukum  
Islam terhadap   undang – undang   nomor   39   tahun   2004   tentang   
penempatan   dan perlindungan  tenaga  kerja  di  luar  negeri “.10 Penelitian  ini  
membahas  mengenai upaya  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  
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Tenaga Kerja di Luar Negeri, “ Skripsi Fakultas Syari‟ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 
Yogyakarta ( 2009 ) 
13 
 
 
 
hukum  terhadap  para  calon TKI di  luar  negeri. Dengan  caramenganalisis  UU  
Nomor 39  tahun  2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar 
negeri menurut hukum Islam.  
Terdapat perbedaan dari penelitian yang sudah dijelaskan diatas. 
Bahwasanya dalam penelitian yang dilakukan oleh I Dewa Rai Aswata ini 
membahas mengenai aspek perlindungan hak – hak TKI di Luar Negeri saja 
sedangkan dalam penelitian kedua yang disusun oleh Ihsan ini hanya membahas 
mengenai upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan 
hukum para calon TKI di luar negeri menurut dengan hukum islam.  
Dari kedua penelitian tersebut maka terdapat perbedaan antara skripsi yang 
penulis tulis.Bahwasanya didalam skripsi ini penulis membahas tentang 
bagaimana perlindungan hukum terhadap para TKI dan bagaimana prosedur 
penempatan TKI di luar negeri yang di tinjau dari UU No. 39 Tahun 2004. 
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian kualitatif literer berisi : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.Dalam melakukan 
penelitian ini dari segi metode menggunakan sintesis antara penelitian 
kepustakaan.Penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan 
dokumentasi – dokumentasi berupa buku – buku, hasil – hasil penelitian, jurnal, 
brosur, leaflet, bulletin dan internet. Penelitian kepustakaan  ini digunakan untuk 
menelaah hal – hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum pra penempatan 
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tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 
Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini, data yang diperlukan meliputi data sekunder.Data 
sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh 
peneliti.Data sekunder bisa berupa informasi yang diperoleh dari buku, hasil 
penelitian, jurnal, leaflet, brosur, internet, dan publikasi lainnya. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk keperluan penelitian ini, instrument pengumpulan data yang akan 
digunakan berupa studi dokumentasi. 
4. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data ini menggunakan metode deduktif, yakni cara analisis 
dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh – contoh 
kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan, penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 
beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan, yaitu: Bab satu pendahuluan, 
memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penilitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. Bab dua landasan teori, menguraikan tentang teori umum yang relevan 
dengan permasalahan penelitian dan berisi tentang pengertian tenaga kerja 
Indonesia, perjanjian kerja, perlindungan kerja, sejarah hukum ketenagakerjaan, 
15 
 
 
 
hak tenaga keja Indonesia, kewajiban TKI, BNP2TKI, UU No. 39 Tahun 2004, 
penempatan TKI dan perlindungan TKI. 
Bab tiga diskripsi data penelitian, menjelaskan tentang latar belakang 
munculnya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004, pihak-pihak yang terkait 
dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tata cara penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia, prosedur penempatan calon TKI perseorangan, dan jenis-
jenis perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
Bab empat analisis data, memaparkan tentang Undang – Undang 
Nomor.39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri, serta mengetahui permasalahan yang terkandung 
didalam Undang – Undang tersebut dan solusi yang harus dilakukan. Dan bab 
lima, berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis, keterbatasan 
penelitian, dan saran – saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan 
Asal mula adanya Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia terdiri dari 
beberapa fase jika dilihat dari abad ke- 120 SM ketika bangsa ini mulai ada sudah 
dikenal adanya sistem gotong – royong, antara anggota masyarakat, di mana 
gotong – royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga kerja tambahan dari 
luar kalangan keluarga yang dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga. 
Sifat gotong – royong ini memiliki nilai luhur dan diyakini membawa 
kemaslahatan karena berintikan kebaikan, kebijakan, dan hikmah bagi semua 
orang, dan gotong – royong ini nantunya menjadi sumber terbentuknya hukum 
ketenagakerjaan adat, di mana pengaturannya tidak secara tertulis, namun hukum 
ketenagakerjaan adat kebiasaan ini merupakan identitas bangsa yang 
mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan penjelmaan dari 
jiwa bangsa Indonesia dari abad ke abad. 
Seiring dengan munculnya dan mulai berdirinya kerajaan di Indonesia 
hubungan kerja berdasarkan perbudakan, seperti saat zaman kerajaan Hindu 
Belanda pada zaman ini terdapat suatu sistem pengkastaan, antara lain: brahmana, 
ksatria, waisya, sudra, dan paria, di mana kasta sudra merupakan kasta paling 
rendah golongan sudra, dan paria ini menjadi budak dari kasta brahmana, ksatria, 
dan waisya mereka hanya menjalankan kewajiban, sedangkan hak-haknya 
dikuasai oleh para majikan. 
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Pada saat masa penduduk Hindia Belanda kasus perbudakan semakin 
meningkat perlakuan terhadap budak sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. 
Satu – satunya penyelesaiannya adalah mendudukkan para budak pada kedudukan 
manusia merdeka. Baik sosiologis maupun yuridis dan ekonomis. 
Tindakan Belanda dalam mengatasi kasus perbudakan ini dengan 
mengeluarkan staatblad 1817 no. 42 yang berisikan larangan untuk memasukkan 
budak – budak ke pulau jawa. Kemudian tahun 1818 ditetapkan pada suatu UUD 
HB ( regeling reglement ) 1818 berdasarkan Pasal 115 RR menetapkan bahwa 
paling lambat pada 1 Juni 1960 perbudakan dihapuskan.
1
 
 
B. Tenaga Kerja Indonesia 
1. Pengertian Tenaga Kerja 
a. Berdasarkan penduduknya 
1) Tenaga kerja 
Tenaga Kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat 
bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang – 
Undang No. 13 Tahun 2003, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja 
yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. 
2) Bukan tenaga kerja 
Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan 
tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang – Undang 
                                                          
1
 H. Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2012 ), 
hlm. 141. 
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Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu 
mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia diatas 64 tahun.
2
 
b. Berdasarkan batas kerja 
1) Angkatan kerja 
Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 – 
64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, 
maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. 
Angkatan kerja atau labour force, terdiri atas : 
a) Golongan yang bekerja, dan  
b) Golongan yang menganggur atau yang sedang mencari 
pekerjaan.3 
2) Bukan angkatan kerja 
Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun keatas 
yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. 
Kelompok bukan angkatan kerja, terdiri atas : 
a) Golongan yang bersekolah, 
b) Golongan yang mengurus rumah tangga, dan 
c) Golongan lain – lain atau penerima pendapatan.4 
 
 
 
                                                          
2
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Ciawi – Bogor  : Ghalia Indonesia, 
2010), hlm. 5. 
 
3
Ibid., hlm. 6. 
4
Ibid., hlm. 7. 
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c. Berdasarkan kualitasnya 
1) Tenaga kerja terdidik 
Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu 
keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau 
pendidikan formal dan nonformal. 
2) Tenaga kerja terlatih 
Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian 
dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja.Tenaga kerja terampil ini 
dibutuhkan latihan secara berulang – ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan 
tersebut. 
3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih 
Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja 
kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. 
d. Menurut para ahli 
1) Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1987) 
Tenaga kerja adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dan 
memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur 
meskipun mau dan mampu untuk bekerja, akan tetapi terpaksa menganggur 
karena tidak adanya kesempatan kerja. 
2) Menurut Ritonga dan Yoga Firdaus (2007) 
Tenaga kerja adalah penduduk yang berada pada rentang usia kerja 
yang siap melaksanakan pekerjaan, antara lain mereka yang telah bekerja, mereka 
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yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan (sekolah), 
dan juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga. 
Jadi kesimpulannya tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
5
 
 
2. Pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia 
Meurut Pasal 1 yang bagian (2) Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 
calon TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai 
pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instant Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
6
 
a. Dokumen wajib calon TKI 
1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran 
atau surat keterangan kenal lahir; 
2) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah 
melampirkan copy buku nikah; 
3) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; 
4) Sertifikat kompetensi kerja; 
5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil – hasil pemeriksaan 
kesehatan dan psikologi; 
6) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 
                                                          
5
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
6
Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI di Luar Negeri. 
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7) Visa kerja; 
8) Perjanjian penempatan kerja; 
9) Perjanjian kerja, dan  
10) KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) adalah kartu identitas 
bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di 
luar negeri. 
 
3. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia 
TKI (Tenaga Kerja Indonesia) adalah warga negara Indonesia yang 
memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka 
waktu tertentu dengan menerima upah.
7
 
 
4. Syarat menjadi TKI 
Menurut Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI di Luar Negeri bahwa setiap calon TKI yang akan 
mendaftarkan diri untuk bekerja di Luar Negeri harus memenuhi prosedur yang 
telah ditentukan. 
Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI dilakukan terhadap 
calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: 
a. Berusia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi 
bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan 
sekurang – kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun. 
                                                          
7
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan 
perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri 
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b. Sehat jasmani dan rohani. 
c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan, dan 
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Dasar atau yang 
sederajat.
8
 
 
5. Ruang Lingkup Tenaga Kerja 
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, antara lain menyebutkan bahwa: 
Tiap – tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi 
kemanusiaan, oleh karena itu tidak boleh ada diskriminasi antara pekerja wanita 
dan pria. Adapun ruang lingkup tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 
adalah pre-employment, during employment, dan post employment.Selain itu, 
tenaga kerja berhak atas pembinaan dan perlindungan dari pemerintah.
9
 
 
6. Objek Hukum Ketenagakerjaan 
Objek Hukum Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan 
diberlakukannya Hukum ketenagakerjaan.Terdapat dua hal utama yang menjadi 
objek/tujuan atas diberlakukannya, yaitu sebagai berikut.
10
 
a. Terpenuhinya pelaksanaan sanksi hukuman, baik yang bersifat 
administratif maupun bersifat pidana sebagai akibat dilanggarnya suatu 
ketentuan dalam peraturan. 
                                                          
8
Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di 
Luar Negeri. 
9
Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hlm. 
143. 
10
Imam Syahputra Tunggal, Dasar – dasar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta : 
Harvarindo, 2007 ), hlm. 17. 
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b. Terpenuhinya ganti rugi bagi pihak yang berhak sebagai akibat 
wanprestasi yang dilakukan oleh pihak lainnya terhadap perjanjian yang 
telah disepakati. 
UU Ketenagakerjaan menetapkan bahwa tujuan hukum ketenagakerjaan 
adalah mencapai tujuan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan 
meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja, guna mewujudkan 
masyarakat sejahtera, makmur dan adil.
11
 
 
7. Asas – asas Negara Hukum 
Asas legalitas (principle of legality), yang didalamnya terkandung asas 
kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan 
dalam hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan perumusan pasal 
dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar si pelaku mentaati normanya.Asas 
pencegahan (the precautionary principle), yaitu apabila terjadi bahaya atau 
ancaman terjadinya pelanggaran yang serius dan irreversible, maka 
kekurangsempurnaan sumber daya manusia dapat dijadikan alasan untuk menunda 
dan memperbaiki sistem penempatan TKI ke Luar Negeri. 
Asas pengendalian (principle of restraint) yang juga merupakan salah satu 
syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru 
dimanfaatkan bahwa sanksi – sanksi perdata dan administrasi dan sarana-sarana 
lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untukmenangani tindak pidana 
                                                          
11
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Ciawi – Bogor  : Ghalia Indonesia, 
2010), hlm. 11. 
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tertentu.Dalam hukum pidana dalam hal ini dikenal asas subsidiaritas atau ultima 
ratio principle atau ultimatum remedium.
12
 
 
8. Landasan dan Asas Hukum Ketenagakerjaan 
Hukum ketenagakerjaan memiliki landasan, antara lain sebagai berikut. 
a. Idiil, yaitu dasar Negara Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. 
b. Operasional, yaitu program pembangunan nasional yang menjadi 
landasan pelaksanaan pembangunan Hukum Ketenagakerjaan sebagai 
bagian dari pelaksanaan pembangunan pada umumnya. 
Asas hukum ketenagakerjaan, menurut Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional 
lintas sektoral pusat dan daerah. Dalam penjelasan pasal ini, disebutkan bahwa 
asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas 
pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan 
merata.Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 
keterkaitan dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan 
pekerja/buruh. Oleh karena itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan 
secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung.
13
 
 
 
                                                          
12
Muladi, Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya dengan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, (Semarang : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) 
Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, 1997), hal. 9. 
13
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Ciawi – Bogor  : Ghalia Indonesia, 
2010), hlm. 12 – 13.  
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9. Perjanjian Kerja 
a. Pengertian Perjanjian Kerja 
Menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: perjanjian kerja 
adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja 
yang memuat syarat – syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.14 
b. Jenis – jenis Perjanjian Kerja 
1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu. 
Perjanjian kerja diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60 
Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 59 
ayat (1)disebutkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu, 
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu 
tertentu. 
Selanjutnya ditentukan jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang 
selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 
a) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, 
b) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang 
tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, 
c) Pekerjaan yang bersifat musiman, atau 
                                                          
14
Pasal 1 angka 14 Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
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d) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 
penjajakan. 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk 
pekerjaan yang bersifat tetap. Pekerjaan yang bersifat tetap adalah pekerjaan yang 
sifatnya terus menerus, tidak terputus – putus, tidak dibatasi waktu dan 
merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau 
pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan 
yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. 
Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, 
tidak terputus – putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu 
proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena 
adanya suatu kondisi tertentu, maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan 
musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap, sehingga dapat menjadi objek 
perjanjian kerja waktu tertentu. Perhatikan ketentuan berikut. 
a) Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) : 
(1) Sekali selesai/sementara, maksimum 3 tahun, 
(2) Musiman/produk baru/tambahan/uji coba. 
b) PKWT tidak untuk pekerjaan yang tetap. 
c) PKWT harus dibuat dalam bentuk tertulis. 
d) Jangka angka waktu PKWT maksimum 2 tahun, dengan satu 
kali perpanjangan paling lama 1 tahun. 
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e) PKWT dapat diperbaharui sebanyak satu kali selama 2 tahun, 
dengan masa jeda 1 bulan. 
 
2) Perjanjian Kerja tidak tertentu. 
Perjanjian kerja tidak teratur yang selanjutnya disebut PKWTT 
adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan 
hubungan kerja yang bersifat tetap. Dengan demikian, secara hukum perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) terjadi karena beberapa hal, yaitu : 
a) Kesepakatan para pihak, yaitu antara pekerja/buruh dan 
pengusaha, 
b) Tidak terpenuhinya dan atau akibat adanya pelanggaran 
terhadap ketentuan perundang – undangan. 15 
3) Perjanjian Kerja di Rumah.16 
 
c. Unsur – unsur Dalam Perjanjian Kerja 
Berdasarkan pengertian perjanjian kerja diatas, dapat ditarik beberapa 
unsur dari perjanjian kerja, yakni: 
1) Adanya unsurwork (pekerjaan) 
Dalam suatu perjanjian kerja haruslah ada pekerjaan yang jelas yang 
dilakukan oleh pekerjadan sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian yang 
                                                          
15
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Ciawi – Bogor  : Ghalia Indonesia, 
2010), hlm. 50 – 52. 
 
16
Zaeni Asyhadie. dkk ,Pengantar Hukum Indonesia, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2015 ), 
hlm. 94. 
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telah disepakati dengan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam UU N0.13 
Tahun 2003. 
2) Adanya unsurservice (pelayanan). 
Pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak 
pemberi pekerja dan harus tunduk dibawah perintah orang lain (majikan), pekerja 
harus melayani majikan, maksudnya pekerja haruslah melaksanakan tugasnya 
yaitu bekerja dengan baik. 
3) Adanya unsurtime (waktu tertentu). 
Bahwa dalam melakukan hubungan kerja haruslah dilakukan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja, dalam melakukan 
pekerjaan, pekerja (buruh) tidak boleh melakukan pekerjaan atas kehendaknya 
sendiri dan pelaksanaan pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 
perundang – undangan dan ketertiban umum. 
4) Adanya unsurpay (upah).  
Seseorang yang bekerja, dalam melaksanakan pekerjaan bukan 
bertujuan mendapatkan upah, tetapi mendapatkan ilmu.Maka pelaksanaan 
pekerjaan tersebut bukan pelaksanaan dari perjanjian kerja. 
d. Bentuk Perjanjian Kerja 
Dalam praktik dikenal dua bentuk perjanjian, yaitu: 
1) Tertulis 
Diperuntukkan perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertentu atau 
adanya kesepakatan para pihak, bahwa perjanjian yang dibuatnya itu 
menginginkan dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian hokum. 
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2) Tidak Tertulis  
Bahwa perjanjian yang oleh Undang – Undang tidak disyaratkan 
dalam bentuk tertulis. 
 
e. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja 
Setiap pekerjaan mempunyai hak dari pemerintah dan pemberi kerja 
diantaranya berupa perlakuan dan kesempatan, perlindungan, pengupahan dan 
keselamatan kerja, hal ini bertujuan agar tercipta hubungan kerja yang baik 
sehingga tercapai tujuan masing – masing dan akhirnya dapat mensejahterakan 
masyarakat. 
Kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian kerja adalah sebagai 
berikut: 
1) Kewajiaban Buruh/Pekerja 
Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai kewajiban buruh/pekerja 
diatur dalam Pasal 1603, 1603a, 1603b, dan 1603c yang pada intinya adalah 
sebagai berikut: 
a) Buruh/pekerja wajib melakukan pekerjaan; melakukan 
pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus 
dilakukan sendiri, meskipun demikian dengan seizing 
pengusaha dapat diwakilkan. 
b) Buruh/pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk 
majikan/pengusaha; dalam melakukan pekerjaan buruh/pekerja 
wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. 
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c) Kewajiban membayar ganti rugi dan denda; jika buruh/pekerja 
melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena 
kesengajaan atau kelalaian, maka sesuatu dengan prinsip hukum 
pekerja wajib membayar ganti rugi dan denda. 
2) Kewajiban Pengusaha 
a) Kewajiban membayar upah 
b) Kewajiban member istirahat/cuti 
c) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan 
d) Kewajiban memberikan surat keterangan.17 
f. Berakhirnya Perjanjian Kerja 
Alasan berakhirnya perjanjian kerja adalah: 
1) Pekerja meninggal dunia. 
2) Berakhir karena jangka waktu dalam perjanjian. 
3) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 
lembaga penyelesaian  perselisihan hubungan industrial. 
4) Pemutusan hubungan kerja.18 
 
10. Perlindungan Kerja 
Dalam berbagai literature dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada 3 (tiga) jenis 
perlindungan kerja, yaitu: 
                                                          
17
Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
18
Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2012 ), hlm. 
144-145. 
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a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan 
usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan 
pekerja/buruh mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya 
sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota 
masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini disebut juga 
dengan kesehatan kerja. 
b. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 
dengan usaha – usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari 
bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat – alat kerja atau 
bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai 
keselamatan kerja. 
c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan 
dengan usaha – usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu 
penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari – hari 
baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak 
mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis 
ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.
19
 
 
11. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia (BNP2TKI) 
Adalah sebuah Lembaga Pemerintah non Departemen di Indonesia yang 
mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan 
                                                          
19
Zaeni Asyhadie. dkk ,Pengantar Hukum Indonesia, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2015 ), 
hlm. 94-95. 
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Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan 
terintegrasi.Lembaga ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 
Tahun 2006.
20
 
Tugas-tugas BNP2TKI adalah : 
a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara 
Pemerintah dengan Pemerintah Negara Pengguna TKI atau Pengguna 
berbadan hukum di Negara tujuan penempatan. 
b. Memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan 
pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan 
(PAP), penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, 
pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, 
informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan 
kesejahteraan TKI dan keluarganya. 
Keanggotaan BNP2TKI terdiri dari wakil – wakil instansi pemerintahan 
terkait.Dalam melaksanakan tugasnya, BNP2TKI dapat melibatkan tenaga – 
tenaga profesional. 
 
C. Penempatan TKI 
1. Sejarah Penempatan TKI 
Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia 
(TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui 
penempatan buruh kontrak ke Negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga 
                                                          
20
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penempatan_dan_Perlindungan_Tenag
a_Kerja_Indonesia, diakses 8 November 2016. 
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merupakan wilayah koloni Belanda. Bahan yang diperoleh dari Direktorat 
Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan TKI (BNP2TKI) menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda 
mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, 
dan Batak untuk dipekerjakan di Suriname. 
Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah 
dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan 
perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih 
lapangan kerja yang dikehendaki. Dampak pembebasan para budak itu membuat 
perkebunan di Suriname terlantar dan mengakibatkan perekonomian Suriname 
yang bergantung dari hasil perkebunan turun drastis. 
Adapun dasar pemerintah Belanda memilih TKI asal Jawa adalah 
rendahnya tingkat perekonomian penduduk pribumi (Jawa) akibat meletusnya 
Gunung Merapi dan padatnya penduduk di Pulau Jawa.Gelombang pertama 
pengiriman TKI oleh Belanda diberangkatkan dari Batavia (Jakarta) pada 21 Mei 
1890 dengan kapal SS Koningin Emma. 
Pelayaran jarak jauh ini singgah di negeri Belanda dan tiba di Suriname 
pada 9 Agustus 1890. Jumlah TKI gelombang pertama sebanyak 94 orang terdiri 
61 pria dewasa, 31 wanita, dan 2 anak-anak. Kegiatan pengiriman TKI ke 
Suriname yang sudah berjalan sejak 1890 sampai 1939 mencapai 32.986 orang, 
dengan menggunakan 77 kapal laut. 
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2. Pengertian Penempatan TKI 
Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI 
sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang 
meliputi keseluruh proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan 
pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatsn sampai ke 
Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan. 
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh PPTKIS sebelum melakukan 
proses penempatan TKI ke luar negeri adalah memperoleh Surat Ijin Pengerahan 
(SIP) dari Menakertrans. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh 
PPTKIS untuk memperoleh SIP , yakni: 
a. Memiliki perjanjian kerjasama penempatan (recruitment agreement) 
yang sudah disetujui oleh KBRI atau Perwakilan RI di Negara tujuan. 
b. Memiliki surat permintaan tenaga kerja (job order/visa wakalah/ 
demand letter) dari calon pengguna yang sudah disetujui oleh KBRI 
atau Perwakilan RI di Negara tujuan. 
c. Memiliki Rancangan Perjanjian Penempatan antara calon pengguna 
atau agency di luar negeri dengan PPTKIS. 
d. Memiliki Rancangan Perjanjian Kerja antara calon pengguna dan calon 
TKI (CTKI) yang sudah memperoleh persetujuan dari Perwakilan RI di 
Negara tujuan.
21
 
Berdasarkan ketentuan ini, maka PPTKIS tidak diperkenankan melakukan 
penempatan TKI ke luar negeri tanpa memiliki SIP. PPTKIS yang melanggar 
                                                          
21
http://disnakertranskabwonosobo.blogspot.com/p/sistem-mekanisme-penempatan-tki-
yang.html?m=1, diakses 8 November 2016. 
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ketentuan ini akan mendapat sanksi tegas berupa pencabutan SIPPTKI, yang 
berarti PPTKIS tersebut tidak boleh beroperasi lagi. Selanjutnya, sambil 
menunjukkan SIP yang telah diperoleh, PPTKIS menyampaikan maksudnya 
untuk merekrut CTKI kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota dimana 
PPTKIS akan merekrut CTKI sambil menunjukkan SIP. 
 
3. Dasar Hukum Tentang Penempatan TKI di Luar Negeri 
a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
b. Undang – Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
c. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 
d. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 
e. Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor Per 53/Ka-BNP2TKI/II/2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja BNP2TKI Pasal 48 dan Pasal 49. 
f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER-
14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri oleh Pemerintah. 
h. Konvensi ILO dan PBB tentang Migrant Worker. 
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i. Pandangan Para Ahli Mengenai Tanggung Jawab Pemerintah Dalam 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
j. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan 
Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 
k. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor: PER.07/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif 
dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
l. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia 
Nomor: PER.07/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon 
Tenaga Kerja Indonesia. 
m. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 
PER.32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 
n. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 
PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan 
Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 
o. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 
PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi 
Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: PER.07/MEN/V/2010 
tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 
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p. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-
262/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Ijin 
Penempatan TKI di Luar Negeri untuk Kepentingan Perusahaan 
Sendiri. 
q. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor SE-
04/MEN/IV/2011 tentang Pengetatan Penempatan Dalam Peningkatan 
Perlindungan TKI di Luar Negeri 
 
4. Prosedur Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
Perseorangan 
a. Indonesia 
1) Calon TKI aktif mencari informasi peluang pasar kerja di luar 
negeri melalui media informasi (internet) atau media lainnya. 
2) Melapor ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi 
ketenagakerjaan dan mendaftarkan diri sebagai pencari kerja untuk 
didata dan mendapatkan kartu kuning (AK 1). 
3) Calon TKI perseorangan mengajukan permohonan dengan 
melampirkan daftar riwayat hidup dan bukti kompetensi kerja 
kepada pengguna. 
4) Setelah melewati proses seleksi dan persetujuan, pengguna akan 
mengirimkan Rancangan Perjanjian Kerja. 
5) Setelah kedua belah pihak bersepakat, pengguna mengirimkan 
Rancangan Perjanjian Kerja dan Visa Kerja kepada Calon TKI. 
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6) Calon TKI mendatangi Perwakilan Negara tujuan penempatan 
untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan legalitas 
pengguna dan Visa Kerja. Selanjutnya dimintakan pengesahan. 
7) Calon TKI memasukkan biodata melalui aplikasi KTKLN. 
 
b. Di Negara Tujuan Penempatan 
Setibanya di Negara tujuan penempatan, TKI harus melampor ke 
Perwakilan RI. Laporan ini dimaksudkan agar para TKI diketahui keberadaannya 
di luar negeri, sehingga berhak mendapatkan perlindungan yang akan dilakukan 
oleh Perwakilan RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5. Tata Cara Penempatan TKI 
Tata cara penempatan TKI ke luar negeri mulai diatur dari Pasal 31 UU No. 
39 Tahun 2004, yang meliputi : 
a. Pengurusan Surat Ijin Pengerahan (SIP). 
b. Perekrutan dan seleksi. 
Perekrutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan 
melalui kegiatan: 
1) Pemberian informasi, 
2) Pendaftaran TKI, dan 
3) Seleksi TKI. 
Seleksi TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi: 
1) Seleksi administrasi, dan 
2) Seleksi teknis. 
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c. Pendidikan dan pelatihan. 
Calon TKI berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja sesuai 
dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon 
TKI sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) dimaksud untuk: 
1) Membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja 
calon TKI, 
2) Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat 
istiadat, budaya, agama, dan resiko bekerja di luar negeri, 
3) Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara 
tujuan, dan 
4) Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban 
calon TKI/TKI. 
d. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi. 
Pemeriksaan kesehatan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk 
mengetahui derajat kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian 
kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan. 
e. Pengurusan dokumen. 
f. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).22 
Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk 
memberi pemahaman dan pendalaman terhadap: peraturan perundang – undangan 
di negara tujuan dan materi perjanjian kerja. 
 
                                                          
22
H. Zaeni Asyhadie. dkk ,Pengantar Hukum Indonesia, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2015 ), 
hlm. 111. 
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D. Perlindungan TKI 
1. Pengertian Perlindungan TKI 
Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon 
TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak – haknya sesuai dengan 
peraturan perundang – undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. 
2. Jenis-jenis Perlindungan TKI 
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI di luar negeri menentukan ada 3 (tiga) jenis perlindungan bagi 
TKI, yaitu: 
a. Perlindungan TKI pra penempatan. 
Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi: 
1) Pengurusan SIP, 
2) Perekrutan dan seleksi, 
3) Pendidikan dan pelatihan kerja, 
4) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi, 
5) Pengurusan dokumen, 
6) Uji kompetensi, 
7) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), dan 
8) Pemberangkatan. 
b. Perlindungan TKI selama penempatan. 
Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan 
Republik Indonesia di negara tujuan.Kewajiaban untuk melaporkan kedatangan 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna 
perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. 
c. Perlindungan TKI purna penempatan.23 
Kepulangan TKI terjadi karena: 
1) Berakhirnya masa perjanjian kerja, 
2) Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, 
3) Terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara 
tujuan, 
4) Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa 
menjalankan pekerjaannya lagi, 
5) Meninggal dunia di negara tujuan, 
6) Cuti, atau 
7) Dideportasi oleh pemerintah setempat. 
 
                                                          
23
 H. Zaeni Asyhadie. dkk ,Pengantar Hukum Indonesia, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2015 ), 
hlm. 111. 
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BAB III 
PERLINDUNGAN HUKUM TKI DI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 
A. Latar Belakang Munculnya Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 
Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang 
disetujui dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 September 2004 telah 
berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri 
tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dalam lembaran Negara Tahun 2004 No. 133 
dan Tambahan Lembaran Negara No. 4445. 
UU PPTKILN merupakan kebutuhan mendesak, mengingat dengan 
semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan 
banyaknya TKI yang sekarang bekerja di luar negeri, sejalan dengan itu 
meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI, baik 
didalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin 
beragam, bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat 
dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
1
 
Berlakunya UU PPTKILN juga merupakan langkah awal yang dilakukan 
oleh pemerintah dalam pembentukan undang – undang (legislator), mengingat 
sejak Indonesia merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang 
yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.Selama ini secara 
yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan 
                                                          
1
Baca penjelasan umum UU PPTKILN; lihat juga “UU PPTKILN Mencegah 
Penempatan TKI illegal.” http://www.nakertrans.go.id/newsdetail.php?id=194, diakses 20 Juni 
2016. 
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perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri adalah ordonansi 
tentang pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar Indonesia 
(Staatblad Tahun 1887 No. 8) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi No.Kep.104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia ke luar negeri serta peraturan pelaksanaannya.Peraturan perundang-
undangan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pengaturan penempatan dan 
perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri secara lengkap dan 
komprehensif.Pengaturan melalui KepMen-pun ternyata belum dapat mengatasi 
permasalahan penempatan TKI di luar negeri secara optimal, terutama dalam 
mencegah penempatan TKI di luar negeri secara illegal.
2
 
Dasar pemikiran mewujudkan undng – undang penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri, tidak dimaksudkan bahwa pemerintah 
menganjurkan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bekerja ke luar negeri. 
Tetapi untuk melindungi warga Negara yang akan bekerja di luar negeri. Selain 
itu UU PPTKILN ini diharapkan mampu mencegah penempatan Warga Negara 
Indonesia (WNI) secara illegal yang dalam praktek di lapangan tidak ubahnya 
sebagai perdagangan manusia (trafficking). Dengan kata lain, mengingat masalah 
yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, 
maka semangat untuk memberikan perlindungan dan pencegahan penempatan 
WNI dan TKI secara illegal itu diwujudkan dalam pasal – pasal yang memberikan 
ancaman hukuman pidana yang berat terhadap pelakunya. Di sini nampaknya 
penyusun undang – undang sengaja memberikan shock terapy agar dengan 
                                                          
2
Baca penjelasan umum UU PPTKILN; lihat juga “UU PPTKILN Mencegah 
Penempatan TKI illegal.” http://www.nakertrans.go.id/newsdetail.php?id=194, diakses 20 Juni 
2016. 
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ancaman hukuman yang tinggi diharapkan terdapat rasa takut dan tidak akan 
melakukan pelanggaran. 
Setelah diberlakukan UU PPTKILN ternyata terdapat penolakan yang tak 
kunjung padam.Penolakan dan perlawanan paling keras datang dari kalangan 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3
 Sebagaimana ditegaskan oleh Wahyu 
Susilo selaku analis dari LSM Migrant Care, kebijakan penempatan TKI dalam 
UU PPTKILN lebih mengatur teknis operasional dan administrative dan target 
pemenuhan devisa Negara sehingga mengabaikan prinsip-prinsip 
kemanusiaan.
4
Kebijakan Negara adalah dengan memobilisasi pengiriman TKI 
untuk target perolehan devisa Rp 169 trilyun pada tahun 2009.
5
Karena itu LSM 
Migrant Care dalam statemennya secara tegas menuntut agar Indonesia 
menempuh langkah konkrit mencabut UU PPTKILN yang tidak berperspektif 
penegakan Hak Asasi Manusia.
6
 
 
1. Penjelasan tentang UU No. 39 Tahun 2004 
Sepanjang sejarah pengiriman tenaga kerja Indonesia sampai dengan saat 
ini ada beberapa peraturan perundang – undangan yang telah dikeluarkan oleh 
                                                          
3
 Komnas HAM, “ Hak Asasi Buruh Migran Indonesia, “ 
http://www.Tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-07,id.html,diakses 20 Juni 
2016; “Depnakertrans Bantah RUU Perlindungan TKI Mengukuhkan Trafficking,” 
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional2004/09/17/brk,20040917-13,id.html, diakses 20 Juni 
2016. 
4
“Penempatan TKI Masih dengan Paradigma Komoditas,” Kedaulatan Rakyat, No.353, 
Th. LXII, (20 Juni 2016), hlm. 11. 
5
 “Membangun Negeri dengan Keringat TKI,” Kedaulatan Rakyat, No. 319 Th. LXII, 
Komnas Perempuan dkk, Sia-sia Reformasi Dibelenggu Birokrasi. Catatan Hasil Pemantauan 
Awal Terhadap INPRES No. 6 Tahun 2006, akses 20 Juni 2016, hlm. 16. 
6“Human Rights Council untuk Penegakan Hak Asasi Buruh 
Migran,”http://buruhmigranberdaulat.blogspot.com/2006/05/human-rights-council-untuk-
penegakan.html, akses 20 Juni 2016.“Penempatan TKI Masih dengan Pradigma Komoditas,” 
Kedaulatan Rakyat, No. 353, Th. LXII, hlm. 11. 
45 
 
Pemerintah.Tercatat Dalam Berita Negara Republik Indonesia adalah Peraturan 
Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1974, Peraturan Menteri Tenaga Kerja 
No.PER-01/Men/1986, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-03/MEN/1986, 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER-05/Men/1988, Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja No.PER-104A/Men/2002, dan terakhir UU No. 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam: 
a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Nomor PER-
05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata cara 
Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor PER-
19/MEN/V/2006 tentang Pelaksanaan, Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
c. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 
d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-
20/MEN/X/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 
e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. PER-
22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri mencabut dan memperbaharui 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor. PER-
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19/MENVI/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-
05/MEN/III/2009 tentang Pelaksanaan Penyiapan Calon TKI Untuk 
Bekerja di Luar Negeri. 
g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-
16/MEN/VIII/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengarahan 
Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Bagi Pelaksana 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. 
h. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. PER-
17/MEN/VIII/2009 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir 
Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. 
i. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-
18/MEN/VIII/2009 tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara 
Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. 
Dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan peraturan pelaksanaannya yang 
dimaksudkan dengan: 
a. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan 
TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di 
luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan 
dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan 
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pemberangkatan, pemberangkatan sampai Negara tujuan, dan 
pemulangan dari Negara tujuan. 
b. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan 
calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak – 
haknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan, baik sebelum, 
selama maupun sesudah bekerja. 
c. Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap 
warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 
negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 
menerima upah. 
d. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang 
menyangkut aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang 
sesuai dengan standart yang diterapkan. 
e. Pelatihan kerja adalah keseluruhan bagian untuk member, memperoleh, 
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 
disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahkian 
tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatab atau pekerjaan. 
f. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh 
lembaga sertifikat profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa 
seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan 
Standart Kompetensi Kerja Nasional (SKKN). 
g. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat 
kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji 
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kompetensi sesuai dengan Standart Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus. 
h. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen 
yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk 
dengan Peraturan Pemerintah.
7
 
Peraturan perundang – undangan tentang penempatan TKI di atas 
memperlihatkan, bahwa dari keseluruhan ketentuan yang ada di dalamnya tidak 
ada satu pun ketentuan yang memberikan pengaturan terhadap Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri yang tidak memiliki ketrampilan (unskilled). Hal itu 
dapat dilihat bahwa semua peraturan hukum yang ada mensyaratkan perlunya 
ketrampilan (skilled) bagi Tenaga Kerja indonesia ke luar negeri. Sedangkan 
realitas menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia masih masih menghadapi banyak 
masalah ketenagakerjaan di dalam negeri, seperti jumlah angkatan kerja yang 
masih besar, angka pengangguran yang cenderung meningkat, data Biro Pusat 
Statistik (BPS) 1998 tercatat, angka pengangguran saat ini lebih dari 40 juta 
orang. 58,7% berpendidikan rendah. Hanya 5,7% yang berpendidikan tinggi. 
Rendahnya kualitas tenaga kerja, serta upah yang relative rendah dibandingkan 
dengan Negara lain, maka kebijakan membatasi pengiriman tenaga kerja yang 
tidak terdidik (unskilled) bukan merupakan pemecahan masalah. Banyak ahli 
melihat bahwa kebijaksanaan pembatasan pengiriman TKI akan memicu 
meningkatnya tenaga kerja tidak resmi (illegal) dari Indonesia.
8
 
                                                          
7
Zaeni Asyhadie. dkk , “ Pengantar Hukum Indonesia,” ( Jakarta : Rajawali Pers, 2015 ), 
hlm. 107-110. 
8
 Muslan Abdurrahman, “ Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum,” ( Malang : UMM 
Pers ), hlm. 72. 
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Didalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 39 tahun 2004 Tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disebutkan 
bahwa: 
“ Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah 
setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 
negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 
menerima upah “ 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa TKI merupakan 
tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri atau ditempatkan di luar negeri 
untuk suatu pekerjaan. 
Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) UU No. 39/2004 Menyebutkan: 
“ Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI 
sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar 
negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, 
pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan dan pemberangkatan, 
pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari negara 
tujuan “. 
Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa TKI 
ditempatkan di luar negeri untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu.Hanya 
Pemerintah dan lembaga penempatan TKI yang dapat melakukannys. Menurut 
Pasal 4 UU No. 39/2004, perseorangan tidak diperkenankan untuk melakukan 
penempatan TKI diluar negeri. 
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Dalam melaksanakan penempatan TKI  di luar negeri oleh Pemerintah, 
harus ada perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara 
pengguna TKI di Negara tujuan. Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat 
dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis 
dengan Pemerintah Republik Indonesia. Untuk pelaksana penempatan TKI swasta 
harus mendapatkan surat izin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan 
TKI (SIPPTKI) dari Menteri. 
Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 39/2004, mengatur bahwa pemerintah 
bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri.Hal 
ini berarti bahwa pemerintah harus menjamin kepastian keamanan dan 
perlindungan hukum bagi TKI yang ditempatkan di luar negeri.
9
 
Dalam Undang – Undang ini penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI 
harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, 
kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia. 
Orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk 
bekerja di luar negeri.Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya 
perlindungan TKI di luar negeri. 
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya harus menjamin 
terpenuhinya hak – hak calon TKI/TKI, mengawasi pelaksanaan penempatan 
calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon 
TKI di luar negeri, melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak 
dan perlindungan TKI secara optimal di Negara tujuan, dan memberikan 
                                                          
9
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia 
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perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa 
penempatan, dan masa purna penempatan. 
 
2. Hak Tenaga Kerja Indonesia. 
Sesuai Pasal 8 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri, setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk : 
a. Bekerja di Luar Negeri 
b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan 
prosedur penempatan TKI di luar negeri. 
c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di 
luar negeri. 
d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta 
kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 
keyakinan yang dianutnya. 
e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara 
tujuan. 
f. Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh 
tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan di Negara tujuan. 
g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat 
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dan martabatnya serta pelanggaran atas hak – hak yang ditetapkan 
sesuai dengan perundang – undangan selama penempatan di luar negeri. 
h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan 
kepulangan TKI ke tempat asal. 
i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli 
 
3. Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia 
Sesuai Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2004 Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar 
Negeri, Setiap calon TKI mempunyai kewajiban untuk : 
a. Menaati peraturan perundang – undangan baik di dalam negeri maupun 
di Negara tujuan. 
b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja 
c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai 
dengan peraturan perundang – undangan dan 
d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan 
kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara 
tujuan. 
 
B. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
1. Pihak – pihak yang Terkait Dalam Penempatan TKI di Luar Negeri  
a. Calon Tenaga Kerja Indonesia atau disebut TKI adalah warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan 
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bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintahan 
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 
b. Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang 
memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan 
pelayanan penempatan TKI di luar negeri. 
c. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha yang berbentuk badan 
hukum di Negara tujuan yang bertanggung jawab penempatan TKI 
kepada pengguna. 
d. Pengguna jasa adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, 
badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di Negara tujuan yang 
mempekerjakan TKI. 
e. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 
(yang selanjutnya disebut BNP2TKI) adalah Lembaga pemerintahan 
non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden, untuk melaksanakan kebijakan dibidang penempatan dan 
perlindungan Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan 
terintegrasi.
10
 
 
2. Penempatan TKI Dengan Kebijakan Pemerintah 
Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia 
baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, dan keporasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 
                                                          
10
Zaeni Asyhadie. dkk , “ Pengantar Hukum Indonesia,” ( Jakarta : Rajawali Pers, 2015 ), 
hlm. 110. 
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4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja 
Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri 
melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana 
penempatan TKI swasta). Program AKAN ditangani oleh pejabat kepala seksi 
setingkat eselon IV dan bertanggung jawab langsung kepada Direktoran Jendral 
Pembinaan dan Penggunaan (Bina Guna).Program/Seksi AKAN membentuk 
Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia Pasifik. 
Sementara itu pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah 
dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Depnakertranskop untuk tingkat provinsi dan 
Kantor Depnakertranskop Tingkat II untuk Kabupaten.Kegiatan yang dinaungi 
oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986.Selanjutnya pada 1986 terjadi 
penggabungan dua Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Bina Guna dan 
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Perlindungan (Bina Lindung) menjadi 
Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan (Binapenta). Pada 1986 ini Seksi 
AKAN berubah menjadi “ Pusat AKAN “ yang berada dibawah Sekretaris 
Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II 
dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri. Di daerah pada 
tingkat provinsi/Kanwil, kegitan penempatan TKI dilaksanakan oleh “ Balai 
AKAN “. 
Pada 1994 Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat 
Ekspor Jasa TKI (eselon II) dibawah Direktorat Jenderal Binapenta.Namun pada 
1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga 
Kerja Luar Negeri (PTKLN). Dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan 
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dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi 
Penempatan TKI (BKPTKI)  pada 16 April 1999 melalui Keppres No 29/1999 
yang keanggotaannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk 
meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri 
sesuai lingkup tugas masing – masing. Pada tanggal 2001 Direktorat Jenderal 
Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan 
Direktorat PTKLN.Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur 
Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar 
negeri. 
Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI 
di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan 
Penempatan TKI). Pada 2004 lahir Undang-Undang No 39/2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada 
pasal 94 ayat (1) dan (2)mengamanatkan pembentukan Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian 
disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No 81/2006 tentang 
Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsure-
unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, 
Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, 
Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dll. 
Pada 2006 pemerintah mulai melaksanakan penempatan TKI program 
Government to Government (G to G) atau antar pemerintah ke Korea Selatan 
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melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri 
(PPTKLN) di bawah Direktorat Jenderal PPTKLN Depnakertrans. Pada 2007 
awal ditunjuk Moh Jumhur Hidayat sebagai kepala BNP2TKI melalui Keppres No 
02/2007, yang kewenangannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
presiden.Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan 
Moh.Jumhur Hidayat selaku Kapala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala 
BNP2TKI No 01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi 
unsure-unsur instansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI.Dasar 
peraturan ini adalah instruksi Presiden (Inpres) No 6/2006 tentang Kebijakan 
Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 
Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan 
dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada 
presiden.Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal 
PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah 
beralih ke BNP2TKI. Program penempatan TKI G to G ke Korea pun dilanjutkan 
oleh BNP2TKI, bahkan program tersebut diperluas BNP2TKI bekerja sama 
pemerintah Jepang untuk penempatan G to G TKI perawat pada 2008, baik untuk 
perawat rumah sakit maupun perawat lanjut usia. 
 
3. Prinsip Penempatan TKI 
Prinsip penempatan TKI berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 : 
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a. Penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke Negara yang mempunyai 
peraturan perundangan yang melindungi tenaga kerja asing/TKI di luar 
negeri. (Ps. 27) 
b. Dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang bertentangan dengan 
nilai-nilai kemanusiaan, norma kesusilaan dan peraturan perundang-
undangan. (Ps. 30) 
c. Negara tujuan penempatan tidak dalam keadaan perang, bencana alam, 
terjangkit wabah penyakit. (Ps. 73) 
d. Penempatan TKI ke luar negeri harus memperhatikan kepentingan 
ketersediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan di dalam negeri. (Ps. 81) 
 
4. Mekanisme Penempatan TKI di Luar Negeri 
Kebijaksanaan penempatan tenaga kerja ke luar negeri menjadi salah satu 
usaha nasional strategis untuk mengatasi kelangkaan kesempatan kerja dan 
pengangguran di dalam negeri.Kebijaksanaan ini didasarkan pada prospek 
peluang kerja ke luar negeri yang terbuka luas di beberapa Negara pada beberapa 
sektor diantaranya perkebunan, industri, kelautan, transportasi, perhotelan, 
konstruksi, pertambangan, migas dan kesehatan. 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan memperhatikan perlindungan 
dan pembelaan untuk mencegah timbulnyaeksploitasi tenaga kerja. Yudo 
Swasono; 1998 mengemukakan bahwa dalam kerangka pembangunan, 
penempatan Tenaga Kerja Indonesia diselenggarakan secara tertib dan efisien 
untuk : 
58 
 
a. Meningkatkan perlindungan. 
b. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja 
c. Perluasan lapangan kerja. 
d. Meningkatkan kualitas tenaga kerja. 
e. Peningkatan devisa Negara dengan memperhatikan harkat dan martabat 
manusia, bangsa dan Negara. 
f. Meningkatkan upah dan kondisi kerja yang lebih baik bagi pekerja. 
g. Mengurangi biaya pengiriman. 
h. Menyediakan jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya. 
i. Mengurangi tenaga kerja Indonesia illegal atau tenaga kerja Indonesia 
biaya dokumen yang syah. 
j. Meningkatkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim dan 
meningkatkan devisa Negara tujuan penempatan. 
k. Meningkatkan tingkat ketrampilan Tenaga Kerja Indonesia secara 
gradual. 
l. Penempatan TKI sebagai sarana  untuk meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan untuk penggunaan tenaga kerja di dalam negeri dan masa 
depan. 
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C. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
Perlindungan hukum terhadap TKI dilaksanakan mulai dari pra penempatan, 
masa penempatan sampai dengan purna penempatan.Dalam pasal 31 disebutkan 
bahwa kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi:
11
 
1. Pengurus Surat Ijin Pengerahan (SIP), 
Pasal 32: 
(1)Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan 
wajib memilki SIP dari Menteri. 
(2)Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus 
memiliki: 
a. Perjanjian kerjasama penempatan, 
b. Surat permintaan TKI dari pengguna, 
c. Rancangan perjanjian penempatan, dan 
d. Rancangan perjanjian kerja. 
(3)Surat permintaan TKI dari pengguna, perjanjian kerja sama penempatan, 
dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang 
pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 
(4)Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
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Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di 
Luar Negeri 
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Pasal 33: 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau 
memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon 
TKI. 
2. Perekrutan dan seleksi, 
Pasal 34: 
(1)Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon 
TKI sekurang – kurangnya tentang: 
a. Tata cara perekrutan, 
b. Dokumen yang diperlukan, 
c. Hak dan kewajiban calon TKI/TKI, 
d. Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan, dan 
e. Tata cara perlindungan bagi TKI. 
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara 
lengkap dan benar. 
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib 
mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. 
Pasal 35: 
Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib 
dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: 
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a. Berusia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi 
calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan 
sekurang – kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, 
b. Sehat jasmani dan rohani, 
c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan, dan 
d. Berpendidikan sekurang – kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama (SLTP) atau yang sederajat. 
Pasal 36: 
(1)Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada 
instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
(2)Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 37: 
Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dari pencari 
kerja yang terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). 
Pasal 38: 
(1)Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani 
perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi 
persyaratan administrasi dalam proses perekrutan. 
(2)Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui 
oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. 
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Pasal 39: 
Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI, 
dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta. 
Pasal 40: 
Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri. 
3. Pendidikan dan pelatihan kerja, 
Pasal 41: 
(1)Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan 
persyaratan jabatan. 
(2)Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan 
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 
Pasal 42: 
(1)Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai 
dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 
(2)Pendidikan dan pelatihan kerja calon TKI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dimaksudkan untuk: 
a. Membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja 
calon TKI, 
b. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat 
istiadat, budaya, agama, dan resiko bekerja di luar negeri, 
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c. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan, 
dan 
d. Memberi pengetahuan dan pemahan tentang hak dan kewajiban calon 
TKI/TKI. 
Pasal 43: 
(1)Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan 
tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi 
persyaratan. 
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang 
berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja. 
Pasal 44: 
Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan 
pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat 
kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh 
instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja. 
Pasal 45: 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang 
tidak lulus dalam uji kompetensi kerja. 
Pasal 46: 
Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk 
dipekerjakan. 
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Pasal 47: 
Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Menteri. 
4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi, 
Pasal 48: 
Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk 
mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian 
kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.    
Pasal 49: 
(1)Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi 
yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan 
pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah. 
(2)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan 
psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang 
menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 50: 
Pelaksana penempatatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI 
yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi. 
5. Pengurusan dokumen, 
Pasal 51: 
Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI barus memiliki 
dokumen yang meliputi: 
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a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau 
surat keterangan kenal lahir, 
b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah 
melampirkan copy buku nikah, 
c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali, 
d. Sertifikat kompetensi kerja, 
e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan 
dan psikologi, 
f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, 
g. Visa kerja, 
h. Perjanjian penempatan kerja, 
i. perjanjian kerja, dan 
j. KTKLN.    
 
Pasal 52: 
(1)Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 
buruf b dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana 
penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam 
perekrutan. 
(2)Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta, 
b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI, 
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c. Nama dan alamat calon Pengguna, 
d. Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar 
negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang 
ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama 
penempatan, 
e. Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna, 
f. Jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam 
hal ini Pengguna tidak memenubi kewajibannya kepada TKI sesuai 
perjanjian kerja 
g. Waktu keberangkatan calon TKI;  h. hanya penempatan yang barus 
ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya, 
h. Tanggungjawab pengurusan penyelesaian musibah, 
i. Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh 
salah satu pihak, dan  
j. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI. 
(3)Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan 
masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang 
mempunyai kekuatan hukum yang sama.    
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Pasal 53: 
Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, 
kecuali atas persetujuan para pihak. 
Pasal 54: 
(1)Pelaksanana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian 
penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang 
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. 
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI. 
6. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), 
Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) harus di ikuti sebagaimana 
dinyatakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004, PPTKIS wajib mengikut 
sertakan Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam 
PAP. Dan Pasal 69 ayat (2) dinyatakan pula, bahwa untuk member pemahaman 
dan pendalaman terhadap : Peraturan perundang-undangan di Negara tujuan dan 
Materi/isi perjanjian kerja. Secara rinci, materi yang harus diberikan dalam PAP 
adalah : 
a. Pembinaan Mental Kerohanian. 
b. Pembinaan Kesehatan Fisik. 
c. Pembinaan Mental dan Kepribadian. 
d. Bahaya Perdagangan Perempuan dan anak. 
e. Bahaya Perdagangan Narkoba, Obat Terlarang, dan Tindak Kriminal 
Linnya. 
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f. Sosialisasi Budaya, Adat Istiadat dan KondisiNegara penempatan. 
Peraturan Perundang – undangan Negara Tujuan Penempatan. 
g. Tata Cara Keberangkatan dan Kedatangan di Bandara Negara 
Penempatan. 
h. Tata Cara Kepulangan ke Tanah Air. 
i. Peran Perwakilan RI dalam pembinaan dan perlindungan WNI/TKI di 
luar negeri. 
j. Program Remittance Tabungan dan Asuransi Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia. 
k. Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Perjanjian Kerja. 
l. Pengetahuan Tentang Perjalanan Ke/Dari Luar Negeri. 
m. Dokumen Keimifrasian. 
n. Pengetahuan Teknis Lainnya. 
o. Penanda – tanganan Perjanjian Kerja. 
Apabila tidak ada lagi masalah sampai dengan langkah tersebut diatas, 
CTKI dan PPTKIS menanda-tangani Perjanjian Kerja, dengan diketahui oleh 
aparat yang berwenang pada Dinas Ketenagakerjaan setempat. 
7. Pemberangkatan. 
Setelah segala sesuatu hal yang berkenaan dengan persyaratan dan kesiapan 
pengguna sudah terpenuhi, adalah pemberangkatan.Apabila CTKI belum bisa 
diberangkatkan karena sesuatu hal, maka CTKI dapat ditampung di dalam asrama 
milik PPTKIS.Setelah CTKI dianggap dapat diberangkatkan, maka PPTKIS harus 
melaporkan keberangkatan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan 
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setempat.Kemudian, setelah TKI tiba di Negara tujuan, PPTKIS wajib 
melaporkan kedatangan TKI tersebut kepada perwakilan RI. 
Pasal 77: 
(1)Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai 
dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. 
Pasal 78: 
(1)Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI 
di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan 
kebiasaan intemasional. 
(2)Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat 
menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia 
tertentu. 
(3)Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 79: 
Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di 
luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI 
yang ditempatkan di luar negeri. 
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Pasal 80: 
(1)Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri 
dilaksanakan antara lain: 
a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
– undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional, 
b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja 
dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.  
(2)Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan 
TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 81: 
(1)Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan 
kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai 
dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang 
penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada 
jabatan – jabatan tertentu di luar negeri. 
(2)Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. 
(3)Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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Pasal 82: 
Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. 
Pasal 83: 
Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan 
maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib 
mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI. 
Pasal 84: 
Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Berdasarkan perlindungan hukum terhadap TKI baik pada pra penempatan, 
masa penempatan dan purna penempatan sebagaimana diuraikan diatas, 
berdasarkan analisis merupakan bentuk perlindungan hukum dari aspek hukum 
administrasi dan aspek hukum pidana.Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam 
Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI 
di Luar Negeri. 
a. Aspek Perlindungan Hukum Adminstrasi 
Aspek perlindungan hukum administrasi disini adalah meliputi pembinaan 
administratif, pengawasan administratif dan sanksi administratif. Pembinaan 
administratif diatur dalam Pasal 86 s/d Pasal 91, sedangkan Pengawasan 
administrative diatur dalam Pasal 92 dan 93, dan sanksi administratif di atur 
dalam Pasal 100 Undang-undang No. 39 Tahun 2004, yakni : 
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Pasal 86 : 
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang 
berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar 
negeri. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, 
organisasi, dan/atau masyarakat.Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. 
Pasal 87 : 
Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, 
dilakukan dalam bidang: informasi, sumber daya manusia dan perlindungan TKI. 
Pasal 88 : 
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan : 
1) Membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar 
kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat. 
2) Memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai 
penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin 
terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri. 
Pasal 89 : 
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan : 
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1) Meningkatkan kualitas keahlian dan/atau ketrampilan kerja calon 
TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas 
kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. 
2) Membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan 
standard an persyaratan yang ditetapkan. 
Pasal 90 : 
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan : 
1) Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra 
penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. 
2) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI 
dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI. 
3) Menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna 
bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan. 
4) Melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI 
sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 
Pasal 91 : 
Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga 
yang telah berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar 
negeri. 
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam 
bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya. 
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Pasal 92 : 
Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI 
di luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota. 
Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI 
di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan. 
Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 93 : 
Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib melaporkan hasil 
pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI 
di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan 
wewenangnya kepada Menteri. 
Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Sanksi administratif dalam Undang – undang No. 39 Tahun 2004 Tentang 
Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri, dalam Pasal 100 ayat (2) 
menyebutkan bahwa, sanksi administratif berupa : 
1) Peringatan tertulis, 
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2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha 
penempatan TKI, 
3) Pencabutan ijin, 
4) Pembatalan keberangkatan calon TKI, dan/atau 
5) Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri. 
 
b. Aspek Perlindungan Hukum Pidana 
Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam Undang 
– Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah asas kepastian hukum (legalitas), asas 
pencegahan dan asas pengendalian. 
Asas legalitas (principle of legality), yang didalamnya terkandung asas 
kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskanperaturan 
dalam hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan perumusan pasal 
dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar si pelaku mentaati normanya.Asas 
pencegahan (the precautionary principle), yaitu apabila terjadi bahaya atau 
ancaman terjadinya pelanggaran yang serius dan irreversible, maka 
kekurangsempurnaan sumber daya manusia dapat dijadikan alasan untuk menunda 
dan memperbaiki sistem penempatan TKI ke Luar Negeri. 
Asas pengendalian (principle of restraint) yang juga merupakan salah satu 
syarat kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru 
dimanfaatkan bahwa sanksi – sanksi perdata dan administrasi dan sarana – sarana 
lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu. 
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Dalam hukum pidana dalam hal ini dikenal asas subsidiaritas atau ultima ratio 
principle atau ultimatum remedium.
12
 
Aspek hukum pidana dalam Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang 
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, diatur dalam Bab XIII Pasal 
102/104. 
Pasal 102 : 
(1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah), setiap orang yang : 
1) Menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; 
2) Menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; 
atau, 
3) Menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang 
bertentangan dengan nilai – nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30. 
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak 
pidana kejahatan. 
Pasal 103 : 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
                                                          
12
Muladi, Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam kaitannya dengan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, (Semarang : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) 
Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, 1997), hal. 9. 
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miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap 
orang yang : 
1) Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19; 
2) Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33; 
3) Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; 
4) Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45; 
5) Menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan 
psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50; 
6) Menempatkan calon TKI/ TKI yang tidak memiliki dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51; 
7) Menempatkan TKI di Luar Negeri tanpa perlindungan program asuransi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau memperlakukan calon TKI 
secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3). 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) merupakan tindak pidana 
kejahatan. 
Pasal 104 : 
Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
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rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang 
yang : 
1) Menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24; 
2) Menempatkan TKI di Luar Negeri untuk kepentingan perusahaan 
sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 ayat (1); 
3) Mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan 
pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46; 
4) Menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau 
5) Tidak memberangkatkan TKI ke Luar Negeri yang telah memenuhi 
persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
67. 
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana 
pelanggaran. 
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana 
sebagaimana di atas adalah berupa kejahatan (Pasal 102 dan 103) dan pelanggaran 
(Pasal 104). Kejahatan sebagaimana Pasal 102 dan 103 dan pelanggaran 
sebagaimana Pasal 104 Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 ditujukan kepada 
setiap orang terutama ditujukan kepada PJTKI yang merupakan pelaksana 
penempatan TKI ke Luar Negeri. 
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BAB IV 
PERLINDUNGAN HUKUM TKI DALAM UU NO. 39 TAHUN 2004 
A. Pra Penempatan TKI di Luar Negeri 
Undang – Undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (UU PPTKILN) yang disetujui dalam 
sidang paripurna DPR-RI tanggal 24 September 2004 telah berlaku sejak tanggal 
ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2004 dan 
dimuat dalam Lembaran Negara tahun 2004 No. 133 dan tambahan lembaran No. 
4445. Dengan berlakunya UU PPTKILN juga merupakan langkah prestatif yang 
dilakukan oleh pembentuk undang – undang (legislator), mengingat sejak Indonesia 
merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur 
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 
Jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia tidak sesuai dengan jumlah 
lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan 
kebijakan untuk mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Dampak positif 
dari pengiriman TKI ini yaitu, mengurangi pengangguran, dan menghasilkan devisa 
yang banyak. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, banyaknya permasalahan yang 
dialami TKI dimulai ketika mereka masih menjadi calon TKI, ketika berada di 
Negara tempat mereka kerja, dan ketika kembali ke Tanah Air. Permasalahan tersebut 
antara lain: penipuan, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan sampai 
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ada yang meninggal dunia. Ironisnya pelaku tindakan tidak menyenangkan tersebut 
bisa lolos dari jeratan hukum. 
Pada saat ini Undang – Undang yang mengatur tentang Penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia di luar negeri adalah Undang – Undang Nomor 39 tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara  
RI Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4445). Jadi 
Undang – Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia merupakan undang – undang organik dan peraturan 
pelaksanaan dari UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang – Undang 
Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem penempatan tenaga kerja Indonesia di 
luar negeri. Berbagai persoalan yang menimpa para TKI tersebut, baik keruwetan 
prosedur penempatan, pelaksanaan bekerja di negara tujuan serta kepulangan pasca 
penempatan  diharapkan dapat di carikan jalan keluar  dengan hadirnya sebuah 
peraturan perundang – undangan yang berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 
ini. Namun demikian harapan untuk dapat mengatasi semua persoalan – persoalan 
para TKI ini tidak dapat dijawab dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 2004 tersebut. 
Perlindungan hukum terhadap TKI dilaksanakan mulai dari pra penempatan, 
masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Pra penempatan adalah 
kegiatan: 
1
 
                                                          
1
 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 
Negeri 
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1. Pengurus Surat Ijin Pengerahan (SIP), 
Pasal 32: 
(1)Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib 
memilki SIP dari Menteri. 
(2)Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus 
memiliki: 
a. Perjanjian kerjasama penempatan, 
b. Surat permintaan TKI dari pengguna, 
c. Rancangan perjanjian penempatan, dan 
d. Rancangan perjanjian kerja. 
(3)Surat permintaan TKI dari pengguna, perjanjian kerja sama penempatan, 
dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, 
dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada 
Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 
(4)Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 33: 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau 
memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI. 
2. Perekrutan dan seleksi, 
Pasal 34: 
(1)Proses perekrutan didahului dengan memberikan informasi kepada calon 
TKI sekurang – kurangnya tentang: 
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a. Tata cara perekrutan, 
b. Dokumen yang diperlukan, 
c. Hak dan kewajiban calon TKI/TKI, 
d. Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan, dan 
e. Tata cara perlindungan bagi TKI. 
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap 
dan benar. 
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib 
mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta. 
Pasal 35: 
Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan 
terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan: 
a. Berusia sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon 
TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang – 
kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, 
b. Sehat jasmani dan rohani, 
c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan, dan 
d. Berpendidikan sekurang – kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama (SLTP) atau yang sederajat. 
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Pasal 36: 
(1)Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada 
instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
(2)Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
sesuai dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 37: 
Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dari pencari 
kerja yang terdaftar pada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). 
Pasal 38: 
(1)Pelaksana penempatan TKI swasta membuat dan menandatangani perjanjian 
penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan 
administrasi dalam proses perekrutan. 
(2)Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. 
Pasal 39: 
Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI, 
dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta. 
Pasal 40: 
Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri. 
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3. Pendidikan dan pelatihan kerja, 
Pasal 41: 
(1)Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan 
persyaratan jabatan. 
(2)Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan 
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 
Pasal 42: 
(1)Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan 
pekerjaan yang akan dilakukan. 
(2)Pendidikan dan pelatihan kerja calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dimaksudkan untuk: 
a. Membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja calon 
TKI, 
b. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat 
istiadat, budaya, agama, dan resiko bekerja di luar negeri, 
c. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan, dan 
d. Memberi pengetahuan dan pemahan tentang hak dan kewajiban calon 
TKI/TKI. 
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Pasal 43: 
(1)Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan 
tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan. 
(2)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan 
pendidikan dan pelatihan kerja. 
Pasal 44: 
Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan 
pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat 
kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh 
instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja. 
Pasal 45: 
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang 
tidak lulus dalam uji kompetensi kerja. 
Pasal 46: 
Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk 
dipekerjakan. 
Pasal 47: 
Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Menteri. 
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4. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi, 
Pasal 48: 
Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk 
mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian 
kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.    
Pasal 49: 
(1)Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi 
yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan 
pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah. 
(2)Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi 
bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang 
menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 
Pasal 50: 
Pelaksana penempatatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang 
tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi. 
5. Pengurusan dokumen, 
Pasal 51: 
Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI barus memiliki dokumen 
yang meliputi: 
a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau 
surat keterangan kenal lahir, 
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b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan 
copy buku nikah, 
c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali, 
d. Sertifikat kompetensi kerja, 
e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan 
psikologi, 
f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat, 
g. Visa kerja, 
h. Perjanjian penempatan kerja, 
i. perjanjian kerja, dan 
j. KTKLN.    
Pasal 52: 
(1)Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 buruf b 
dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan 
TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan. 
(2)Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya memuat: 
a. Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta, 
b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI, 
c. Nama dan alamat calon Pengguna, 
d. Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar 
negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang 
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ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama 
penempatan, 
e. Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna, 
f. Jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal ini 
Pengguna tidak memenubi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian 
kerja 
g. Waktu keberangkatan calon TKI;  h. hanya penempatan yang barus 
ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya, 
h. Tanggungjawab pengurusan penyelesaian musibah, 
i. Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah 
satu pihak, dan  
j. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI. 
(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-
masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai 
kekuatan hukum yang sama.    
Pasal 53: 
Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, 
kecuali atas persetujuan para pihak. 
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Pasal 54: 
(1)Pelaksanana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian 
penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab 
di bidang ketenagakerjaan. 
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI. 
6. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), 
Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) harus di ikuti sebagaimana 
dinyatakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004, PPTKIS wajib mengikut 
sertakan Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam 
PAP. Dan Pasal 69 ayat (2) dinyatakan pula, bahwa untuk member pemahaman dan 
pendalaman terhadap: Peraturan perundang-undangan di Negara tujuan dan Materi/isi 
perjanjian kerja. Secara rinci, materi yang harus diberikan dalam PAP adalah : 
a. Pembinaan Mental Kerohanian. 
b. Pembinaan Kesehatan Fisik. 
c. Pembinaan Mental dan Kepribadian. 
d. Bahaya Perdagangan Perempuan dan anak. 
e. Bahaya Perdagangan Narkoba, Obat Terlarang, dan Tindak Kriminal 
Linnya. 
f. Sosialisasi Budaya, Adat Istiadat dan KondisiNegara penempatan. 
Peraturan Perundang – undangan Negara Tujuan Penempatan. 
g. Tata Cara Keberangkatan dan Kedatangan di Bandara Negara Penempatan. 
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h. Tata Cara Kepulangan ke Tanah Air. 
i. Peran Perwakilan RI dalam pembinaan dan perlindungan WNI/TKI di luar 
negeri. 
j. Program Remittance Tabungan dan Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia. 
k. Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Perjanjian Kerja. 
l. Pengetahuan Tentang Perjalanan Ke/Dari Luar Negeri. 
m. Dokumen Keimifrasian. 
n. Pengetahuan Teknis Lainnya. 
o. Penanda – tanganan Perjanjian Kerja. 
Apabila tidak ada lagi masalah sampai dengan langkah tersebut diatas, CTKI 
dan PPTKIS menanda – tangani Perjanjian Kerja, dengan diketahui oleh aparat yang 
berwenang pada Dinas Ketenagakerjaan setempat. 
7. Pemberangkatan. 
Setelah segala sesuatu hal yang berkenaan dengan persyaratan dan kesiapan 
pengguna sudah terpenuhi, adalah pemberangkatan. Apabila CTKI belum bisa 
diberangkatkan karena sesuatu hal, maka CTKI dapat ditampung di dalam asrama 
milik PPTKIS. Setelah CTKI dianggap dapat diberangkatkan, maka PPTKIS harus 
melaporkan keberangkatan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. 
Kemudian, setelah TKI tiba di Negara tujuan, PPTKIS wajib melaporkan kedatangan 
TKI tersebut kepada perwakilan RI. 
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Pasal 77: 
(1)Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 
sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari 
pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. 
Pasal 78: 
(1)Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di 
luar negeri sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta hukum dan 
kebiasaan intemasional. 
(2)Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat 
menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia 
tertentu. 
(3)Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 
Pasal 79: 
Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar 
negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di 
luar negeri. 
Pasal 80: 
(1)Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri 
dilaksanakan antara lain: 
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a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 
undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional, 
b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau 
peraturan perundang – undangan di negara TKI ditempatkan.  
(2)Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI 
di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 81: 
(1)Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan 
kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan 
kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan 
TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan – jabatan 
tertentu di luar negeri. 
(2)Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan 
Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. 
(3)Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Pasal 82: 
Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. 
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Pasal 83: 
Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan 
maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti 
program pembinaan dan perlindungan TKI. 
Pasal 84: 
Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
B. Perlindungan Hukum Pra Penempatan TKI di Luar Negeri 
Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia, 
merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah Hak Asasi Manusia di 
Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak – hak kodrat, hak – hak dasar 
manusia, natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, 
mensenrechten, rechten van den mens, dan fundamental rechten. Menurut Philipus M 
hadjon, di dalam hak (rights), terkandung adanya suatu tuntutan claim.
2
 
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 77 Ayat (1)  bahwa Setiap calon 
TKI/TKI mempuyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Adapun pengertian perlindungan TKI telah disebutkan dalam 
Pasal 1 Angka 4,  yang dimaksud dengan perlindungan TKI adalah segala upaya 
untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya 
pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang – undangan., baik 
                                                          
2
 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, UGM Press, Yogyakarta, 
2005, hal 33-34. 
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sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Perlindungan TKI yang dimaksud pada ayat 
(1) tersebut dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai 
dengan purna penempatan.  
“Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 
terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif 
maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3
Dengan kata 
lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep 
dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan 
dan kedamaian”.4 
Perlindungan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah 
perlindungan terhadap hak – hak calon TKI/TKI yang wajib diberikan oleh 
pemerintah maupun oleh PPTKIS terhadap TKI dari masa pra penempatan, masa 
penempatan, sampai kembali lagi ke Indonesia (masa purna penempatan). Penulis 
berpendapat bahwa, pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum tersebut 
sebagai timbal balik/balasan terhadap jasa – jasa para TKI karena bagaimanapun 
mereka telah memberikan sumbangsih berupa devisa negara. 
Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada calon TKI 
sebelum diberangkatkan (pra penempatan) menurut UU No 39 Tahun 2004 antara 
lain:  
1. Pengurus Surat Ijin Pengerahan (SIP) 
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaksana Penempatan 
TKI Swasta untuk memperoleh SIP, yakni: 
                                                          
3
 Y. S Amran Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 1997. 
4
 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban 
Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.    
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a. Memiliki perjanjian kerjasama penempatan (recruitment agreement) yang 
sudah disetujui oleh KBRI atau Perwakilan RI di Negara tujuan. 
b. Memiliki surat permintaan tenaga kerja (job order/visa wakalah/ demand 
letter) dari calon pengguna yang sudah disetujui oleh KBRI atau 
Perwakilan RI di Negara tujuan. 
c. Memiliki Rancangan Perjanjian Penempatan antara calon pengguna atau 
agency di luar negeri dengan Pelaksana Penempatan TKI Swasta . 
d. Memiliki Rancangan Perjanjian Kerja antara calon pengguna dan calon 
TKI (CTKI) yang sudah memperoleh persetujuan dari Perwakilan RI di 
Negara tujuan. 
Berdasarkan ketentuan ini, maka perlindungan hukum bagi TKI yang akan 
bekerja di luar negeri yaitu apabila pelaksana penempatan TKI swasta melakukan 
penempatan TKI ke luar negeri tanpa memiliki SIP. Pelaksana Penempatan TKI 
Swasta yang melanggar ketentuan ini akan mendapat sanksi tegas berupa pencabutan 
SIPPTKI, yang berarti Pelaksana Penempatan TKI Swasta tersebut tidak boleh 
beroperasi lagi. Selanjutnya, sambil menunjukkan SIP yang telah diperoleh, 
Pelaksana Penempatan TKI Swasta menyampaikan maksudnya untuk merekrut CTKI 
kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kota dimana Pelaksana Penempatan TKI 
Swasta akan merekrut CTKI sambil menunjukkan SIP. 
2. Perekrutan 
Langkah – langkah yang harus dilakukan oleh PPTKIS dalam tahapan 
perekrutan ini cukup banyak, dan bersifat sangat ketat karena kualitas TKI yang akan 
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ditempatkan sangat tergantung pada tahapan ini. Langkah – langkah tahapan 
perekrutan yaitu: 
a. Sosialisasi atau penyuluhan 
Agar kesempatan kerja di luar negeri dapat diketahui oleh masyarakat 
luas, maka Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bersama – sama dengan PPTKIS 
harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Hal – hal yang perlu disampaikan 
dalam sosialisasi atau penyuluhan ini adalah: 
1) Persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar 
negeri. 
2) Hak dan kewajiban CTKI/TKI. 
3) Situasi, kondisi dan resiko di Negara tujuan dan 
4) Tata cara perlindungan bagi TKI 
Sosialisasi atau penyuluhan ini sangat penting karena ia dapat menjadi 
saringan pertama dalam tahapan perekrutan, dimana masyarakat yang merasa dirinya 
tidak memenuhi persyaratan tidak akan mendaftarkan dirinya ke Dinas 
Ketenagakerjaan setempat. Dalam sosialisasi atau penyuluhan ini para calon TKI 
akan memperoleh perlindungan hukum yaitu, calon TKI akan mendapatkan informasi 
tentang bagaimana cara mendaftar menjadi TKI, pada saat sudah menjadi TKI dan 
bagaimana pada saat para calon TKI sudah kembali ke negaranya. 
b. Pendaftaran CTKI yang berminat. 
Masyarakat yang berminat dan merasa dirinya memenuhi persyaratan 
awal untuk bekerja di luar negeri, mendatangi dan mendaftarkan dirinya ke Dinas 
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Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat sebagai pencari kerja dengan prosedur 
dan persyaratan yang sama dengan pencari kerja biasa, yakni: umur minimal 18 
tahun, atau 21 tahun (bagi yang akan bekerja pada perorangan) yang dibuktikan 
dengan KTP dan Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir. Memiliki Surat Keterangan Sehat 
dll. 
Pada tahap pendaftaran ini para calon TKI diberikan perlindungan hukum 
yaitu pada saat mendaftarkan diri menjadi TKI para calon TKI akan diberikan 
pengarahan bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi TKI dan diberikan masukan 
apakah benar para calon TKI telah berminat dan telah memenuhi syarat menjadi TKI 
yang bekerja di luar negeri. 
c. Penseleksian CTKI 
Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan PPTKIS melakukan 
penseleksian CTKI dari daftar pencari kerja yang sudah tercatat di kantor Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Dasar penseleksian adalah sebagaimana ditentukan 
dalam UU No. 39 Tahun 2004, yakni: 
1) Berusia sekurang – kurangnya 18 tahun. 
2) Sehat jasmani dan rohani. 
3) Berusia sekurang – kurangnya 21 tahun. 
4) Bagi CTKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perorangan. 
5) Tidak dalam keadaan hamil bagi perempuan. 
6) Sekurang – kurangnya lulus SLTP atau yang sederajat. 
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Pada saat penseleksian, calon TKI akan diberikan perlindungan hukum 
yaitu, apabila calon TKI sudah dinyatakan lolos dari penseleksian maka calon TKI 
berhak diberikan informasi tentang kapan diberangkatkannya dan dimana tempat 
calon TKI itu bekerja. 
d.  Perjanjian Penempatan 
Dokumen yang penting untuk diperhatikan adalah perjanjian 
penempatan, sebagaimana telah disinggung diatas. Perjanjian ini memiliki fungsi 
yang penting untuk menjamin dilaksanakannya penempatan TKI oleh PJTKI setelah 
proses perekrutan dilaksanakan. Bagi calon TKI yang lulus perekrutan, selanjutnya 
akan menandatangani perjanjian penempatan dengan PJTKI yang isinya minimal 
memuat hal – hal berikut. 
1) Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta. 
2) Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI. 
3) Nama dan alamat calon pengguna. 
4) Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar 
negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat – syarat yang 
ditentukan oleh calon pengguna tercantum dalam perjanjian 
kerjasama penempatan. 
5) Jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna. 
6) Jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI, dalam 
hal ini pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai 
perjanjian kerja. 
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7) Waktu keberangkatan calon TKI. 
8) Biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara 
pembayarannya. 
9) Tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah. 
10) Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh 
salah satu pihak. 
11) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI. 
Perjanjian yang telah disepakati tidak dapat diubah secara sepihak, 
kecuali hasil kesepakatan kedua belah pihak.Selain itu, jika dikemudian hari terbukti 
isi perjanjian melanggar dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, 
maka perjanjian seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum atau batal demi 
hukum.UU No. 39 Tahun 2004 tidak tegas menyatakan hal ini hanya disebutkan 
bahwa perjanjian penempatan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – 
undangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 52 ayat (3). 
Kewajiban bagi PJTKI untuk memberitahukan perjanjian penempatan ini 
dengan menyerahkan salinan (fotocopy) perjanjian pada instansi ketenagakerjaan 
yang berwenang di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
5
 
 
 
 
                                                          
5
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Ciawi – Bogor  : Ghalia Indonesia, 2010), 
hlm. 92 – 93. 
100 
 
 
 
e. Penandatanganan Perjanjian Penempatan 
CTKI yang sudah memenuhi persyaratan dan menyatakan bersedia untuk 
ditempatkan di luar negeri menandatangani Perjanjian Penempatan bersama – sama 
dengan PPTKIS, serta diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat. 
Pada tahap ini para calon TKI akan diberikan perlindungan hukum 
berupa bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban para calon TKI dipenuhi oleh 
pemerintah. 
f. Pemberian Rekomendasi Paspor 
Selanjutnya, sebagai bahan pengurusan Paspor bagi CTKI, maka Dinas 
Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menerbitkan Rekomendasi Paspor. 
g. Pemeriksaan kesehatan dan psikologis CTKI  
Untuk menjamin kesehatan fisik dan psikologi setiap CTKI, maka 
mereka harus menjalani proses berikutnya yaitu pemeriksaan kesehatan dan psikologi 
(medicall chek-up) di lembaga yang ditunjuk pemerintah. 
Pada tahap pemeriksaan kesehatan dan psikologis ini para calon TKI 
akan diberikan perlindungan hukum yaitu, pada saat pemeriksaan para calon TKI 
akan dibebaskan biaya pemeriksaannya dan akan ditanggung biayanya oleh 
pemerintah. 
h. Pengurusan Dokumen 
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa dokumen yang 
diklasifikasikan sebagai syarat administrasi yang harus dimilki oleh setiap calon TKI. 
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Pada bagian ini, hal – hal yang dimaksud dengan dokumen adalah keseluruhan 
dokumen, baik menyangkut diri (personalitas) maupun di luar dokumen diri. Adapun 
dokumen tersebut meliputi: 
1) Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akta kelahiran 
atau surat keterangan kenal lahir; 
2) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah 
melampirkan fotokopi buku nikah; 
3) Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; 
4) Sertifikat kompetensi kerja; 
5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan 
dan psikologi; 
6) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 
7) Visa kerja; 
8) Perjanjian penempatan kerja; 
9) Perjanjian kerja; dan 
10) KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).6 
i. Memasukkan CTKI dalam penampungan/asrama 
Khusus bagi CTKI yang akan ditempatkan pada pengguna perorangan, 
setelah lulus pemeriksaan kesehatan dan psikologi wajib masuk penampungan/asrama 
milik PPTKIS, dimana proses berikutnya akan dilaksanakan. 
                                                          
6
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Ciawi – Bogor  : Ghalia Indonesia, 2010), 
hlm. 92. 
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Dalam penampungan/asrama para calon TKI akan mendapatkan 
perlindungan hukum yaitu, pada saat dipenampungan/asrama calon TKI harus 
mendapatkan makan yang layak dan tempat penampungan/asrama yang layak agar 
para calon TKI mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. 
j. Pendidikan dan Pelatihan 
Setiap calon TKI diharuskan memiliki sertifikat kompetensi kerja, sesuai 
jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang termuat dalam surat 
permintaan TKI dari perusahaan pengguna. Jika pada saat perekrutan perusahaan 
pelaksana penempatan sudah mengetahui bahwa calon TKI belum memenuhi kriteria 
sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dibutuhkan, maka ia wajib melakukan 
pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan. 
Tujuan dari pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI adalah untuk : 
1) Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja 
calon TKI; 
2) Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat 
istiadat, budaya agama, dan resiko bekerja di luar negeri. 
3) Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Negara tujuan; 
dan 
4) Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban 
calon TKI/TKI. 
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Calon TKI yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, berhak 
memperoleh sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan 
pelatihan kerja yang terakreditasi. 
k. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) 
Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) harus di ikuti sebagaimana 
dinyatakan Pasal 69 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004, PPTKIS wajib mengikut 
sertakan Tenaga Kerja Indonesia yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam 
PAP. Dan Pasal 69 ayat (2) dinyatakan pula, bahwa untuk memberi pemahaman dan 
pendalaman terhadap: Peraturan perundang – undangan di Negara tujuan dan 
Materi/isi perjanjian kerja. Secara rinci, materi yang harus diberikan dalam PAP 
adalah: 
1) Pembinaan Mental Kerohanian. 
2) Pembinaan Kesehatan Fisik. 
3) Pembinaan Mental dan Kepribadian. 
4) Bahaya Perdagangan Perempuan dan anak. 
5) Bahaya Perdagangan Narkoba, Obat Terlarang, dan Tindak Kriminal 
Linnya. 
6) Sosialisasi Budaya, Adat Istiadat dan KondisiNegara penempatan. 
Peraturan Perundang – undangan Negara Tujuan Penempatan. 
7) Tata Cara Keberangkatan dan Kedatangan di Bandara Negara 
Penempatan. 
8) Tata Cara Kepulangan ke Tanah Air. 
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9) Peran Perwakilan RI dalam pembinaan dan perlindungan WNI/TKI di 
luar negeri. 
10) Program Remittance Tabungan dan Asuransi Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia. 
11) Perjanjian Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dan Perjanjian Kerja. 
12) Pengetahuan Tentang Perjalanan Ke/Dari Luar Negeri. 
13) Dokumen Keimifrasian. 
14) Pengetahuan Teknis Lainnya. 
15) Penanda – tanganan Perjanjian Kerja. 
Apabila tidak ada lagi masalah sampai dengan langkah tersebut diatas, 
CTKI dan PPTKIS menanda – tangani Perjanjian Kerja, dengan diketahui oleh aparat 
yang berwenang pada Dinas Ketenagakerjaan setempat. 
l. Pengurusan Rekomendasi BFLN/KTKLN. 
Sebagai langkah terakhir dalam tahapan perekrutan ini adalah pengurusan 
Bebas Fiskal Luar Negeri (BFLN) ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. 
Berdasarkan BFLN inilah nantinya CTKI bebas dari kewajiban untuk membayar 
Fiskal di Bandara. 
3. Pemberangkatan TKI 
Setelah segala sesuatu hal yang berkenaan dengan persyaratan dan kesiapan 
pengguna sudah terpenuhi, adalah pemberangkatan. Apabila CTKI belum bisa 
diberangkatkan karena sesuatu hal, maka CTKI dapat ditampung di dalam asrama 
milik PPTKIS. Setelah CTKI dianggap dapat diberangkatkan, maka PPTKIS harus 
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melaporkan keberangkatan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. 
Kemudian, setelah TKI tiba di Negara tujuan, PPTKIS wajib melaporkan kedatangan 
TKI tersebut kepada perwakilan RI. 
Dalam tahap pemberangkatan TKI diberikan perlindungan hukum yaitu, 
berupa pengarahan bagaimana prosedur pemberangkatan TKI tersebut dan apa saja 
yang harus dilakukan oleh TKI setelah sudah tiba di negara tujuan tempat TKI itu 
bekerja. 
Melihat kompleksnya permasalah yang dihadapi Pemerintah dalam upaya 
memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja Indonesia, maka Pemerintah 
perlu mencari solusi-solusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalah 
tersebut.Salah satu langkah efektif yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia adalah 
meningkatkan pendidikan dan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Dengan 
meningkatnya pendidikan masyarakat, maka tidak akan ada lagi pembodohan dalam 
bentuk apapun. Hal mendasar yang perlu dirubah adalah, masyarakat yang berpotensi 
untuk menjadi TKI perlu mendapatkan pengarahan dan pembinaan.Pemerintah harus 
membangun sikap kritis masyarakat, agar tidak ada lagi ekspolitasi tenaga kerja yang 
dilakukan oleh sponsor atau calo tenaga kerja. Masyarakat perlu mendapatkan 
informasi secara jelas dan rinci tentang proses dan tata cara untuk menjadi TKI. 
Masyarakat juga perlu mengetahui informasi dan transparansi biaya yang dibutuhkan 
untuk menjadi calon TKI, sehingga tidak ada lagi TKI yang dibebankan dengan biaya 
– biaya yang tidak resmi.Pemerintah perlu menata ulang sistem data kependudukan, 
sehingga tidak ada lagi pemalsuan data penduduk, seperti KTP, Akte Kelahiran, dan 
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Kartu Keluarga.Dengan dokumen – dokumen resmi TKI dapat lebih aman dan 
mendapatkan perlindungan hukum saat bekerja di luar negeri. 
Selain meningkatkan pendidikan dan melakukan pembinaan, upaya lain yang 
harus dilakukan Pemerintah adalah, mempermudah dan meringankan biaya untuk 
menjadi TKI legal, hal ini adalah langkah strategis untuk menggurangi TKI illegal. 
Untuk mengurangi TKI illegal, Pemerintah juga harus memperketat jalur perbatasan 
dan melakukan verifikasi dokumen – dokumen untuk berpergian keluar negeri sesuai 
dengan data yang asli.Selain itu Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan 
sosialisasi tentang bahaya menjadi TKI illegal, karena dengan menjadi TKI ilegal, 
Pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan hukum. Dengan adanya pembinaan 
dan sosialisasi tersebut, maka akan terbangun kesadaran dan budaya untuk tertib 
hukum. 
Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pekerja yang dikirim ke 
luar negeri, sebaiknya Pemerintah membuat kebijakan yang mengatur syarat untuk 
menjadi TKI minimal lulusan SLTA. Selain itu sebelum mengirimkan TKI ke luar 
negeri, sebaiknya TKI diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai, sehingga 
TKI yang bekerja di luar negeri mempunyai keterampilan dan keahlian yang cukup 
dan mereka memiliki keunggulan kompetitif.  
Secara normatif, Pemerintah perlu merevisi UU No. 39 Tahun 2004, Undang 
– Undang yang baru harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi 
perlindungan hak – hak TKI. Undang – undang perlindungan terhadap TKI 
kedepannya perlu merumuskan peraturan-peraturan yang dapat memberikan jaminan 
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kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi sangat penting karena selama ini belum ada 
peraturan tentang jaminan kesejateraan sosial bagi TKI. Jaminan kesehteraan sosial 
yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Pemerintah adalah jaminan 
kesehatan, jaminan asuransi, jaminan memperoleh hari libur, jaminan penghidupan 
yang layak, jaminan untuk mendapatkan upah yang sesuai, jaminan pendidikan, 
jaminan keamanan, jaminan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya, serta jaminan perlindungan hukum. Hak – hak 
TKI tersebut harus secara khusus diatur dan dilindungi oleh Undang – Undang.Selain 
itu harus ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak – hak TKI yang bekerja di 
luar negeri. 
Upaya lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan kerja 
sama dengan Pemerintah negara penerima TKI untuk melakukan kontrol. Pemerintah 
juga perlu membentuk lembaga – lembaga khsusus yang berkedudukan di negara 
penerima TKI guna mengontrol keadaan TKI yang berkerja di luar negeri.Sebaiknya 
kontrol dilakukan minimal 6 bulan sekali, sehingga apabila ada potensi masalah, 
maka masalah tersebut dapat segera diatasi. 
Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi TKI adalah tugas pokok 
Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya 
yang bekerja di luar negeri.Selain itu, Pemerintah juga harus lebih memperhatikan 
kesejahteraan sosial bagi TKI yang sedang bekerja di luar negeri, sehingga tidak ada 
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lagi pelanggaran terhadap hak-hak TKI pada saat mereka mencari penghidupan di 
negeri orang.
7
 
Dengan demikian pemerintah RI harus lebih memberikan perlindungan 
hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, karena secara tidak langsung hal 
tersebut dapat merusak citra bangsa di mata internasional. Negara jangan hanya 
mengedepankan business oriented saja, sebab tugas dan fungsi Negara adalah 
mengatur dan menjamin kesejahteraan serta keselamatan warga negaranya dari segala 
kejahatan, pelanggaran HAM, penjajahan bahkan kebodohan dan kemiskinan. 
Sementara itu, Undang – Undang yang dibuat pemerintah yaitu Undang – Undang 
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri 
masih kurang komprehensif, karena masih memposisikan TKI sebagai ekspor 
komoditi, bukan bukan sebagai manusia dengan harkat dan martabatnya. Dengan 
demikian Undang – Undang ini belum menciptakan sistem yang berpihak kepada 
TKI. Apabila Negara tidak segera membenahi lubang-lubang dari Undang – Undang 
tersebut, bangsa kita dapat dikategorikan sebagai pelanggar Deklalarasi Umum HAM 
(1948), Konvensi Pencegahan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Pelacur (1949), 
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum lain yang Kejam, Tidak 
Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (1984), dan Konvensi Hak Anak 
(1989), karena Indonesia merupakan Negara yang ikut menandatangani semua 
onvensi tersebut. 
                                                          
7
Pasal 5 s/d 7 Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian yang telah dipaparkan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
Bentuk perlindungan TKI pada masa pra penempatan meliputi: pengurusan 
SIP, perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan 
dan psikologis, pengurusan dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), 
pembuatan perjanjian kerja, dan masa tunggu di perusahaan dan pembiayaan. 
Perlindungan hukum atas hak – hak TKI dalam bekerja belum berjalan dengan 
baik, kurangnya pengarahan tentang arti hukum bagi para TKI, hal ini mempersulit 
para TKI dan menghilangkan rasa aman bagi TKI sewaktu di luar negeri. Kendala 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI adalah adanya kesalahan yang 
dilakukan oleh TKI, yaitu tidak melaporkan permasalahannya pada pemerintah 
Indonesia di tempat TKI bekerja, pendidikan yang dimiliki TKI masih rendah. 
Masih banyaknya kendala-kendala yang bisa menghambat kelancaran 
penempatan TKI di luar negeri, antara lain sistem penempatan yang masih belum 
stabil, birokrasi dan masalah administrative, kurangnya koordinasi antar lembaga baik 
antar lembaga pemerintah maupun antar penempat TKI, lemahnya sumber daya 
manusia dari TKI, PPTKIS yang tidak berijin maupun yang ijin operasionalnya sudah 
daluarsa, banyaknya pungutan di luar sistem, ketentuan umur TKI yang terlalu tinggi, 
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kewajiban asuransi yang akhirnya dibebankan pada TKI, serta kriminalisasi 
pelanggaran administratif. 
Sampai saat ini belum ada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja 
Indonesia informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan 
warga negara.Hal ini terjadi karena TKI yang bekerja di luar negeri memiliki tingkat 
pendidikan dan keterampilan yang rendah, sehingga mereka diperlakukan dengan 
sewenang-wenang, dan secara normatif belum ada peraturan hukum yang dapat 
memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
sosial dan perlindungan bagi TKI. 
Solusi terbaik untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap TKI 
Informal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dan perlindungan warga 
negara adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, memberikan 
pembinaan, pengarahan, informasi, dan transparansi biaya kepada masyarakat yang 
berpotensi untuk menjadi TKI, meringankan dan mempermudah birokrasi untuk 
menjadi TKI legal. Secara normatif, Pemerintah harus merubah UU No. 39 Tahun 
2004 dengan undang – undang yang dapat mengakomodasi  jaminan kesejahteraan 
sosial dan jaminan perlindungan hukum sehingga tercipta kepastian hukum bagi TKI 
yang bekerja diluar negeri.  
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B. Saran-Saran 
Adapun saran – saran yang ingin disampaikan berkaitan dengan perlindungan 
hukum menurut Undang – Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI dalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan pelayanan bagi calon TKI/TKI dalam pra penempatan. 
2. Meningkatkan seleksi atau penelitian dokumen – dokumen yang akan 
digunakan untuk kelengkapan para TKI. 
3. Meningkatkan pembinaan dan penyuluhan bagi para TKI yang akan 
bekerja, sehingga para TKI siap untuk diterjunkan. 
4. Meningkatkan penyuluhan terhadap TKI dan diharuskan memenuhi 
syarat, memiliki ketrampilan atau keahlian yang dibuktikan dengan 
sertifikat ketrampilan yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang 
diakreditasi oleh instansi yang berwenang. 
5. Perlunya dukungan dari pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan 
kesejahteraan TKI di luar negeri dengan memberikan pelayanan yang 
mudah, murah, cepat serta memberikan keamanan kepada CTKI maupun 
TKI di luar negeri. 
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